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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.1
KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl SABANG
NOMOR W.1.IMI.IMI.3-976-GR.01.01 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

g : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelengaraan pelayanan,
penyelengaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar

pelayanan ;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi warga
negara indonesia dan warga negara asing yang mengajukan
permohonan pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Sabang.

1. Undang-undang R.I Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian sebagaimana telah dirubah dengan

Pemerintah R.I Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah R.I Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian;
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Menetapkan

Pertama

Kedua

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin
Tinggal Terbatas dan lIzin Tinggal Tetap serta pengecualian dari
kewajiban memiliki izin tinggal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun
2015

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun
2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah
Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS 1l TPI SABANG
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

Standar Operasional Prosedur pada Kantor Imigrasi Kelas Il TPl Sabang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Sabang meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Paspor

a.

T TSe@meooo

=~

SOP Penerbitan Paspor Baru/ Penggantian Habis Berlaku/ Halaman
Penuh;

SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Dokumen;

SOP Penginputan Data Pemohon Paspor;

SOP Pengambilan Data Biometrik dan Wawancara;

SOP Penerbitan Resi Pembayaran dan Bukti Pengambilan;

SOP Aloksi, Cetak, Uji Kualitas dan Laminasi Paspor;

SOP Serah Terima Paspor;

SOP Pengambilan Paspor;

SOP Penerbitan Paspor Hilang/ Rusak dan Perubahan data Paspor;
SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Penerbitan Paspor
Hilang/ Rusak dan Perubahan Data Paspor.

. SOP M Paspor

2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
a. SOP Penerbitan/ Perpanjangan lIzin Tinggal Kunjungan;

b.

SOP Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Visa Terbatas;
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Ketiga

Keempat
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SOP Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke lzin Tinggal
Terbatas (ITAS);

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;

SOP Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap;

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;

SOP Penerbitan 1zin Tinggal Bagi Anak Berkewarganegaraan
Ganda;

SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);

SOP Penerbitan Bukt Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan
Ganda;

j.  SOP Penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian;

k. SOP Pengambilan Data Biometrik dan Wawancara Penerbitan I1zin
Tinggal Bagi Warga Negara Asing

—5 e@~oa

3. Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan

Laut Sabang dan Bandar Udara Maimun Saleh

a. SOP Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi;

b. SOP Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi;

c. SOP Penyelesaian Keberangkatan wni di Tempat Pemriksaan
Imigrasi;

d. SOP Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat
Pemriksaan Imigrasi;

e. SOP Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut Orang Asing
di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

f. SOP Penyelesaian Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI di
Tempat Pemeriksaan Orang Asing;

g. SOP Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut Orang Asing di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

h. SOP Penyelesaian Kedatangan Awak Alat Angkut WNI di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi

4. Pengawasan dan Penindakan terhadap Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing
a. SOP Pengawasan
b. SOP Penindakan

Standar Operasional Prosedur Inovasi sebagaimana terlampir dalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Gambaran Umum dan Komponen Standar Operasional Prosedur

Penetapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana pada kampiran
keputusan ini.
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Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sabang
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

LA KANTOR,

#KUMHAMPASTI

LUTFI
NIP. 19691222 199103 1 001
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-844

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

TP 196912221993031001

JUDUL SOP PENERBITAN PASPOR BARU/ PENGGANTIAN
HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z.03.10 tahun 1995
5 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

6 Hukum dan Hak Asasi Manusia
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.2.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana
7 telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-
5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.1Z2.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
KETERKAITAN:
1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas
2 SOP Penginputan Data
3 SOP Input Data Biometrik dan Wawancara
4 SOP Penerbitan Resi Pembayaran dan Bukti Pengambilan
5 SOP Alokasi, Cetak, Laminasi, dan Uji Kualitas Paspor
6 SOP Serah Terima Paspor
7 SOP Pengambilan Paspor

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor,
ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PASPOR BARU/ PENGGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

PELAKSANA MUTU BAKU
Kegiatan K ; KETERANGAN
: : : asubsi Lalu
Kakanim Kasi Lantalkim Lintas Pelaksana Kelengkapan Waktu
Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin ) i
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor
1 | 'n9gal 9 ! W 1 Menit Disposisi Kakanim
imigrasi
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja y
kantor imigrasi ﬁ Disposisi Kakanim 1 menit Disposisi Kasi Lalintalkim
3 [Memberikan arahan kepada petugas loket di [\
satuan kerja kantor imigrasi untuk menerima dan o ) Disposisi Kasubsi Lalu
memeriksa kelengkapan berkas Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit Lintas
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas \ 4
permohonan >i Disposisi Kasubsi Lalu Lintas 5 menit Berkas Permohonan
5 [Memverifikasi keabsahan berkas permohonan, jika ~
tidak sah/sesuai memerintahkan petugas loket \, Berkas P h 10 it Berkas Permohonan
untuk menjelaskan ke pemohon dan jika \ / ~ erkas Fermononan men yang telah terverifikasi
sah/sesuai dilanjutkan untuk penginputan data
6 |Menginput Data Permohonan P r ke Sistem
enginput Data Permohonan Paspor ke Siste! Hasil Pendaftaran
Berkas Permohonan yang telah . ’
S e 15 menit Permohonan Paspor di
[ terverifikasi .
Sistem
7 [Merekam Data Biometri dan Wawancara N
Hasil Pendaftaran Permohonan . Rekaman Biometri dan
o 20 menit
Paspor di Sistem Wawancara
8 [Menerbitkan Resi Pembayaran dan Bukti
Pengambilan paspor Rekaman Biometri dan 20 menit Resi Pembayaran dan
Wawancara Bukti Pengambilan
9 |Memeriksa Alokasi, Mencetak, melaminasi, dan \
melakukan uji kualitas paspor ﬁ Resi Pembayaran dan Bukti 20 menit Paspor
Pengambilan
10 |Serah Terima Paspor \2
ﬁ Paspor 100 menit Hasil Penerbitan Paspor
11 |Pengambilan Paspor \
Hasil Penerbitan Paspor 20 menit Paspor Diterima
Pemohon
12 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan/ Penggantian | £ Ny Laporan Penerbitan/
< . 5 menit
paspor W Penggantian paspor
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor

SOP PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS

JUbuL DOKUMEN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang . . .
4 Keimigrasian 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-
5 01.12.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga
Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.Z2.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-

7 1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3
atas Petunjuk Pelaksanaan Dlrektur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik

Indonesia
KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas 1. Pulpen dan Ball Liner

2 SOP Input Data Biometrik dan Wawancara

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PASPOR
PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

PELAKSANA MUTU BAKU

Kegiatan Kasubsi Lalu KETERANGAN

Kakanim Kasi Lantalkim Lintas Pelaksana Kelengkapan Waktu

Menugaskan Kepala Seksi Lalu
Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian di satuan kerja
kantor imigrasi

2 |Menugaskan Kepala Subseksi di
satuan kerja kantor imigrasi

1 Menit Disposisi Kakanim

Disposisi Kasi
Lalintalkim

Disposisi Kakanim 1 menit

3 |Memberikan arahan kepada
petugas loket informasi dan

pendaf_tar_an dl. satuan kerja. . . - . . Disposisi Kasubsi Lalu
kantor imigrasi untuk menerima Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit Lintas

dan memeriksa kelengkapan
berkas

&
<

4 |Petugas loket memberikan
informasi persyaratan penerbitan
paspor dan perdim kepada
pemohon

Pemohon mengetahui Persyaratan
Berkas Dokumen, Perdim 1 menit dan mengerti syarat | sesuai peraturan
pembuatan paspor yang berlaku

\ 4
5 |Petugas loket menerima dan
mengecek kelengkapan berkas
permohonan paspor serta ,ﬁ
memberikan nomor antrian
kepada pemohon

Berkas Dokumen,
Perdim, dan No Antrian

4 menit Berkas Permohonan

6 [Memuverifikasi keabsahan berkas
permohonan, jika tidak Jika dokumen
sah/sesuai memerintahkan tidak sesuai dan
petugas loket unttfk menjelaska_n Berkas Permoh'o'nan.yang 10 menit Berkas Permohonan tidak sa}h,}
ke pemohon dan jika sah/sesuai telah diverifikasi pemohon diminta

dilanjutkan untuk penginputan untuk melengkapi
data kekurangan

N

r</

7 |Penginputan data pemohon
paspor Laporan Penerbitan/

Berkas Permohonan 10 menit .
Penggantian paspor

8 [Mengetahui pelaksanaan L Laporan Penerbitan/
Penerbitan/ Penggantian paspor W\ Penggantian paspor 5 menit
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i rASS DISAHKAN OLEH Kepala Kantor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

JUDUL SOP PENGINPUTAN DATA PEMOHON PASPOR|

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2011 tentang Keimigrasian 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5 Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M-01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.2.03.02 tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk
Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Dlirektur Jenderal
Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas 1. Komputer/printer/scanner
2 SOP Input Data Biometrik dan Wawancara 2. Jaringan internet dan e-office
3. Stempel dan Spidol
4. Pulpen/Ball Liner
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Menugaskan Kepala Seksi Lalu
Lintas dan Izin Tinggal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGINPUTAN DATA PEMOHON PASPOR

PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

Kakanim

Kasi Lantalkim

PELAKSANA

Kasubsi Lalu

. Pelaksana
Lintas

Kelengkapan

MUTU BAKU

Waktu

KETERANGAN

Keimigrasian di satuan kerja 1 Menit | Disposisi Kakanim
kantor imigrasi
Menugaskan Kepala Subseksi di
satuan kerja kantor imigrasi . e
] g ﬁ Disposisi Kakanim 1 menit learjd?rfts;kii(rsSI
Memberikan arahan kepada
petugas loket input data di satuan A4
kerja l_(antor imigrasi untuk - Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit DISEOISISII_.K?SUbSI
menginput data pemohon paspor alu Lintas
Petugas loket menerima berkas A4
yang telah_ldlverlflkaSIt (.ian i Berkas Permohonan yang 1 menit Berkas
memanggil nomor antrian telah diverifikasi Permohonan
Petugas loket memberi salam v
kepada pemohon dan
melegalisasi berkas dokumen Berkas Permohonan dan Berkas Proses melegalisasi
permohonan paspor serta Nomor Antrian 2 menit Permohonan yang dokumen hanya
menulis nomor permohonan di telah dilegalisasi | untuk dokumen copy
map
Petugas loket memindai berkas \L
dokumen dan menginput data ke Berkas Permohonan van Hasil Pendaftaran |Proses memindai dan
dalam sistem telah dile alisasiy 9 12 menit Permohonan menginput data
9 Paspor di Sistem | menggunakan SPRI
Merekam Data Biometrik dan \ Hasil Pendaftaran Hasil Perekaman
Wawancara - o 10 menit Biometrik dan
Permohonan Paspor di Sistem Wawancara
Mengetahui pelaksanaan Laporan Penerbitan/ < ment

Penerbitan/ Penggantian paspor

Penggantian paspor
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman
5 Nomor M-01.1Z2.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.72.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal

7 Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur
Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.1Z2.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

1 SOP Penginputan Data
2 SOP Penerbitan Resi Pembayaran dan Bukti Pengambilan

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-847

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH kepala Kantor

JUDUL SOP PENGAMBILAN DATA

BIOMETRIK DAN WAWANCARA
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor

2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/Mesin finger print
4. Pulpen/Ball Liner
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN DATA BIOMETRIK DAN WAWANCARA PEMOHON PASPOR

PELAKSANA
Kasubsi Lalu

MUTU BAKU

Kakanim Kasi Lantalkim Lintas Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 |Menugaskan Kepala Seksi Lalu
Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian ) Disposisi
. . . . 1 Menit .
di satuan kerja kantor imigrasi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di . . ) . Disposisi Kasi
satuan kerja kantor imigrasi Disposisi Kakanim 1 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas
!ok_et bipmetrik di satuan ‘kerja kantor Disposisi
imigrasi untuk mengambil data Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit Kasubsi Lalu
biometrik dan wawancara pemohon Lintas
paspor
4 |Petugas loket menerima berkas yang
telah diverifikasi, dilegalisasi, dan Berkas yang sudah diverifikasi )
.. . . . . 1 Menit
diinput ke dalam sistem dan dilegalisasi
5 [Petugas loket memanggil pemohon | Pemohon datang
paspor 1 menit ke loket
6 |Petugas loket meminta pemohon
untuk melepaskan kacamata, topi,
dan peci (jika pakai), merapikan Pemohon siap
rambut (laki-laki) dan jilbab (wanita), 2 menit | untuk difoto dan
dan meminta memakai baju kemeja diambil sidik jari
(jika pemohon laki-laki memakai baju
kaos)
7 |Petugas loket mengambil foto dan ) Proses
sidik jari pemohon paspor ) ha'SI|' fo_to_da}n menga_m_bll_fo_to
10 menit sidik jari di dan sidik jari
sistem menggunakan
SPRI
8 |Petugas loket mewawancara dan Berkas permononan - hasil wawancara
mengecek data pemohon paspor p di sistem
9 |Petugas loket mengembalikan
berkas dokumen asli milik pemohon
paspor dan memberitahu pemohon . o .. PeTEhO"
untuk menunggu resi pembayaran Berkas permohonan 1 Menit embte:l:] el:uang
dan bukti pengambilan paspor 99
10 |Menerbitkan Resi Pembayaran dan Rest
Bukti Pengambilan pas O)If Hasil Perekaman Biometrik 15 menit Pembayaran dan
9 pasp dan Wawancara Bukti
Donaambhilan




11

Mengetahui pelaksanaan Penerbitan/
Penggantian paspor

H

Laporan Penerbitan/
Penggantian paspor

5 menit
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M-01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.72.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur
Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan DIrektur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02
tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN:

SOP Input Data Biometrik dan Wawancara
SOP Alokasi, Cetak, Uji Kualitas, dan Laminasi Paspor

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMI.IMI1.3-GR.01.01-848

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

96912221993031001

JUDUL

PENGAMBILAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Pulpen/Ball Liner
4. Penggaris

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

PENERBITAN RESI PEMBAYARAN DAN BUKTI




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN RESI PEMBAYARAN DAN BUKTI PENGAMBILAN

PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

Kegiatan

Kakanim

PELAKSANA

Kasi Lantalkim

Kasubsi Lalu
Lintas

Pelaksana

MUTU BAKU

Kelengkapan

Waktu

KETERANGAN

1 |Menugaskan Kepala Seksi -
Lal_u I__|nta§ dan. Izin ngga.l ‘ ) 1 Menit Disposisi Kakanim
Keimigrasian di satuan kerja m
kantor imigrasi
2 |Menugaskan Kepala Subseksi \4
Lalu Llptgs di ;atuan kerja i Disposisi Kakanim 1 menit D'Sp(.JS'S' Ka5|
kantor imigrasi Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada
petugas loket resi pembayaran v
di satuan kerja kantor imigrasi . N . ) Disposisi Kasubsi Lalu
untuk mencetak resi Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit Lintas
pembayaran dan bukti
pengambilan paspor
4 |Petugas loket menerima \ 2
Egﬁistr?kerm()honan dari loket Berkas permohonan 1 Menit
5 |Petugas loket mencetak resi
pembayaran dan bukti Berkas permohonan 15 menit Resi pembayaran dan
pengambilan paspor P bukti pengambilan
6 |Petugas loket memanggil 4 Resi pembayaran, bukti Pemohon datang ke
pemohon paspor pengambilan dan berkas 1 menit loket g
permohonan
7 |Petugas loket meminta
pemohon untuk Resi pembayaran, bukti ) )
menandatangani bukti pengambilan dan berkas 1 menit Bilfjttlj,a)ii?girg:tl;n ﬁ?g
pengambilan paspor permohonan 9
8 |Petugas loket menyerahkan ) )
resi pembayaran dan bukti Bukti pengambilan yang
. . . suda ditandatangani
pengambilan paspor serta \ 2 Resi pembayaran, bukti dan pemohon
menijelaskan jumlah biaya ﬁ pengambilan dan berkas 2 menit mensrima resi
paspor dan waktu pengambilan permohonan pembayaran serta bukti
paspor pengambilan
9 A'I_okasi', cetak, laminasi, dan / Hasil Alokasi, cetak,
uji kualitas paspor ﬁ Hasil Pembayaran 60 menit laminasi, dan uji
kualitas paspor
10 |Mengetahui pelaksanaan ¢ B .
Penerbitan/ Penggantian a‘ Laporan Penerbitan/ 5 menit

paspor

Penggantian paspor




NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-849

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH \

()
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl SABANG lw&
PENGAYOMAN 6"’

JUDUL SOP ALOKASI, CETAK, UJI KUALITAS, DAN
LAMINASI PASPOR

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2011 tentang Keimigrasian 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5 Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M-01.1Z2.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana
Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.7Z.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur
Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan DlIrektur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.12.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

1 SOP Penerbitan Resi Pembayaran dan Bukti Pengambilan 1. Komputer/printer/scanner

2 SOP Serah Terima Paspor 2. Jaringan internet dan e-office

3. Pulpen/Ball Liner

4. Mesin Laminating

5. Stepler dan Gunting

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.




Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN ALOKASI PEMBAYARAN, CETAK, UJI KUALITAS, DAN LAMINASI PASPOR
PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

PELAKSANA

Kasubsi Lalu

Kakanim Kasi Lantalkim

Pelaksana

MUTU BAKU

Kelengkapan

Waktu

KETERANGAN

Lintas

1 |Menugaskan Kepala Seksi Lalu )
Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Y 1 Menit Di isi Kakani
di satuan kerja kantor imigrasi en ISposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di L ) ) Disposisi Kasi
satuan kerja kantor imigrasi ﬁ Disposisi Kakanim 1 menit Lalintalkim
3 [Memberikan arahan kepada ,
petugas di satuan kerja kantor \ bi isi Kasubsi Lal
imigrasi untuk memeriksa alokasi, ﬁ Disposisi Kasi Lalintalkim 1 menit 'Spos'sl'_in?;: st -al
mencetak, uji kualitas, dan
melaminasi paspor
4 |Petugas memeriksa dan mencari A4 Lo . . Jika permohonan
Aplikasi SPRI dan berkas . Hasil pemeriksaan -
berkas permohonan yang sudah dokumen 1 Menit alokasi penggantian, paspor lama
melakukan pembayaran digunting ujungnya
5 [Petugas mengeluarkan nomor
paspor Aplikasi SPRI 1 menit Nomor paspor
6 [Petugas menginput no permohanan Membandinkan antara data
n melakukan verifikasi . . i
day elakukan verifikasi data Berkas dokumen 5 menit Paspor siap cetak yang dicetak (d'. aplikas)
dengan data di berkas
dokumen
Z —
Eue;::?:ssprgzggftak dan menguiji Untuk melakukan proses
. Paspor dan laporan | cetak/cetak ulang paspor dl,
Paspor dan berkas dokumen 5 menit hasil cetak mengacu ke IK-LTM-04 Cara
Cetak Paspor
8 [Kasubsi Lalu Lintas memeriksa
hasil cetak paspor, jika hasil cetak - \ 0 laminasi
bagus maka lanjut proses laminasi < Paspor, laporan hasil cetak, | o . PZS;]‘)’B??“Z 2?;;‘5'
dan jika hasil tidak bagus maka buat \ / dan Berita Acara Pasnor Rusak
berita acara yang ditujukan ke Kasi ) s
Lalintalkim
9 [Melaminasi paspor Untuk melakukan proses
. . laminating, mengacu ke IK-
> Paspor dan berkas dokumen 2 menit Paspor LTM-03 Cara Laminating
Paspor
10 [Menerima Berita Acara Paspor A 4 Serta Acara P
Rusak dan Meneruskan ke Kakanim i Berita Acara Paspor Rusak 1 menit erita Rclj"sraak aspor
11 [Menerima Berita Acara Paspor A4 | Berita Acara P
Rusak i Berita Acara Paspor Rusak 5 menit eflta Acara Faspor
« Rusak




12

Serah terima paspor

paspor

5 menit

paspor

13

Mengetahui pelaksanaan
Penerbitan/ Penggantian paspor

Laporan Penerbitan/
Penggantian paspor

5 menit




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian
Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
5 M-01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.72.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal

7 Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur
Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan DIrektur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02
tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

A WODN PP

KETERKAITAN:
1 SOP Alokasi, Cetak, Uji Kualitas, dan Laminasi Paspor
2 SOP Pengambilan Paspor

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan
ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-850

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

Kepala Kantor

i

2
Z,
3,

4 N
"  PENGAYOMAN &
<7 [

JUDUL

SOP SERAH TERIMA PASPOR

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

1. Buku Ekspedisi
2. Pulpen/Ball Liner

PERALATAN / PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERAH TERIMA PASPOR
PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

PELAKSANA

Kasubsi Lalu

Kasi Lantalkim .
Lintas

Pelaksana

MUTU BAKU

Kelengkapan

Waktu

KETERANGAN

Menugaskan Kepala Seksi Lalu
Lintas dan Izin Tinggal

L . . . ) 1 Menit Disposisi Kakanim
Keimigrasian di satuan kerja %

kantor imigrasi

Menugaskan Kepala Subseksi di ; i :

t J keria ki Ft) imi i ﬁ Disposisi Kakanim 1 menit Disposisi Kasi
satuan kerja kantor imigrasi Lalintalkim
Memberikan arahan kepada v
I
terima paspor
Petugas meregistrasi dan \4 Paspor, berkas dokumen,
mengirim berkas dokumen >ﬁ perdim, slip pembayaran, 10 Menit | Paspor terigistrasi di

biodata pemohon, dan buku dalam buku ekspedisi
ekspedisi
Menerima dan memeriksa
berkas dokumen, jika lengkap p Paspor, berkas
akan mengirim berkas dokumen o \ Paspor, berkas dokumen, dokumen berdim slip
. . . .. . 35 & & perdim, slip pembayaran, . ' .
ke Kasi Lalintalkim dan jika tidak 7 < ; 30 menit | pembayaran, biodata
| K K irim kembali \ biodata pemohon, dan buku mohon. dan buku
engkap akan mengirim kembali ekspedisi p » dan
ke petugas cetak untuk ekspedisi
melengkapi
Menerima dan memeriksa
berkas dokumen, jika lengkap p Paspor, berkas
akan mengirim berkas dokumen ~ \ Paspor, berkas dokumen, dokumen ;Jerdim slip
R S < perdim, slip pembayaran, . ' .
ke Kepala Kantor dan jika tidak 7N < ; 30 menit | pembayaran, biodata
lengkap akan mengirim kembali ) biodata pemohon, dan buku pemohon, dan buku
ekspedisi C .
ke Kasubsi Lalu Lintas untuk P ekspedisi
melengkapi
Menerima dan memeriksa
berkas dokumen, jika lengkap Paspor, berkas
akan mengirim berkas ke loket Paspor, berkas dokumen, dokumen ;Jerdim slip
. . perdim, slip pembayaran, . ' .
pengambilan paspor dan jika < ; 30 menit | pembayaran, biodata
tidak lengkap akan mengirim \/ biodata pemohon, dan buku pemohon. dan buku
ekspedisi L
kembali ke Kasi Lalintalkim | P ekspedisi
untuk melengkapi
Pengambilan paspor Paspor, berkas dokumen, . .
>ﬁ perdim, slip pembayaran, dan [ 5 menit Hasil Pengambilan
biodata pemohon Paspor oleh Pemohon
Mengetahui pelaksanaan o Laporan Penerbitan/
Penerbitan/ Penggantian paspor W( aporan Fenerbia 5 menit

Penggantian paspor




NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-851

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023
DISAHKAN OLEH ala Kantor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPl SABANG

JUDUL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun . . .
. . 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
2011 tentang Keimigrasian
5

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-
01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

6  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.Z.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 tahun 1997
tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Serah Terima Paspor 1. Buku Ekspedisi
2. Pulpen/Ball Liner

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian [Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN PASPOR
PENERBITAN PASPOR BARU/ PERGANTIAN HABIS BERLAKU/ HALAMAN PENUH

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kegiatan Kasubsi Lalu KETERANGAN

Lintas

Kakanim Kasi Lantalkim Pelaksana Kelengkapan Waktu

Menugaskan Kepala Seksi Lalu
Lintas dan Izin Tinggal

L ; ) ) 1 Menit Di Kak
Keimigrasian di satuan kerja kantor W en ISposiSt Rakanim
imigrasi
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di
satuan kerja kantor imigrasi Disposisi Kakanim 1 menit Disposisi Kasi
Lalintalkim
3 [Memberikan arahan kepada \2
petugas loket pengambilan paspor ﬁ Disposisi Kasi Lalintalkim Lmenit |Disposisi Kasubsi Lalu
untuk melayani pemohon yang Lintas
akan mengambil paspor
4 |Petugas loket menerima berkas v
dokumgq dan menyusunnya ke ﬁ Berkas dokumen 10 menit Berkas dokumen )
dalam filling kabinet berdasarkan tersusun dengan rapi
nomor permohonan
5 [Petugas loket menerima bukti Y Petugas
pembayaran dan bukti Bukti pembayaran dan bukti . menyapa
. . . 5 menit
pengambilan dari pemohon pengambilan pemohon dengan
ramah
6 [Petugas loket mencari berkas
dokumen dan m_emerl_ksa data _ Berkas dokumen, bukti | Berkas dokumen dan
pemohon sesuai bukti pengambilan pembayaran, dan bukti 5 menit paspor
pengambilan
7 |Petugas loket Z‘.(?ukhs nlflmadd_aﬂ Berkas dokumen, bukti Data paspor tertulis di
nomor paspor di buku ekspedisi pembayaran, bukti pengambilan, | 5 menit paspor ter
A ekspedisi
dan buku ekspedisi
8 |Petugas meminta pemohon
pengambilan paspor untuk .
menandatangani di buku ekspedisi Buku ekspedisi dan paspor 4 menit Terda[_)at bukt
R 7 . - pengambilan paspor
sebagai bukti paspor telah diambil
9 |Petugas loket menyerahkan paspor Pet
dan meminta pemohon untuk . |Paspor sudah diterima etugas
k kembali data di paspor Paspor 1 menit oleh pemohon mengucapkan
mengece terima kasih
10 [Mengetahui pelaksanaan y N L P pitan/ P i
Penerbitan/ Penggantian paspor m‘ aporan Penerbltan/Fenggantian) o o iy

paspor




NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-852

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

JUDUL SOP PENERBITAN PASPOR HILANG/RUSAK DAN
PERUBAHAN DATA PASPOR

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5 Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.1Z2.03.10 tahun 1995
tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Orang Asing

6  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.Z.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-
5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-
458.12.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN
1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Dokumen 1. Komputer/printer/scanner
2 SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 2. Jaringan internet dan e-office

3. Kamera/Mesin finger print
4. Pulpen/Ball Liner
5. Buku Ekspedisi
6. Kertas

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.




Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PASPOR HILANG/ RUSAK

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kasubsi
Penindakan

Kasi
Inteldakim

Kasubsi Lalu
Lintas

Kasi

Lantalkim Pelaksana

Kelengkapan Waktu

Output

KETERANGAN

1 |Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin .
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor 5 Menit Disposisi Kakanim
imigrasi W
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja Disposisi Kasi
kantor imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada pelaksana di . » )
satuan kerja kantor imigrasi untuk menerima Disposisi Kasi Lalintalkim 5 menit Disposisi Kasubsi
dan memeriksa kelengkapan berkas Lalu Lintas
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Petugas memeriksa
permohonan \ 4 Berkas kelengkapan berkas
ﬁ Disposisi Kasubsi Lalu Lintas 5 menit h dokumen untuk paspor
Permohonan hilang atau perubahan
data paspor
5 |Memverifikasi keabsahan berkas permohonan
dan merekomendasikan pergantian paspor P . Berkas
hilang/rusak masih berlaku ke Kasi Lalintalkim ﬁ‘ Berkas Permohonan 5 menit Permohonar_1 yang
telah terverifikasi
6 |Memeriksa rekomendasi Kasubsi Lalu Lintas A4 Hasil Rekomendasi
dan Merekomendasi Pembuatan BAP ke Kasi ﬁ Berkas Permohpnan yang 5 menit Penerbitan Paspor
Inteldakim telah terverifikasi Hilang/Rusak
7 |Menerima hasil rekomendasi Pembuatan BAP
Permohonan Paspor Hilang/ Rusak dan berkas A4
yang sudah lengkap serta menugaskan ﬁ 5 menit
Kasubsi Penindakan untuk membuat Berita
Acara Pemeriksaan (BAP)
8 |Memeriksa pemohon dan membuat berita v Berkas Berita A
acara pemeriksaan ﬁ erkas berita Acara 120 menit Hasil BAP
Pemeriksaan
9 |Membuat Berita Acara Pendapat
» Berkas Berita Acara . .
ﬁ\ Pendapat 30 menit Hasil Bapen
10 |Membuat keputusan, jika ditangguhakan maka AR
menugaskan Kasi Inteldakim untuk
menjelaskan ke Pemohon dan jika disetujui Surat Keputusan Kepala 30 menit | Hasil SK Kakanim
maka menugaskan kasi Lalintalkim untuk Kantor Imigrasi
diproses penggantian paspor
11 |Proses penggantian paspor Berkas Dokumen, Perdim, Resi Pembayaran
< Berkas BAP, Berkas Bapen, 60 menit dan Bukti
SK Kakanim Pengambilan
12 |Mengetahui pelaksanaan penggantian paspor
PENGGANTIAN Laporan Penerbitan 5 menit
Penggantian Paspor




NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-853

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH Kepala Kantor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

N
JUDUL SOP PEMBUATAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PENERBITAN PASPOR
HILANG/RUSAK DAN PERUBAHAN DATA

PASPOR
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2011 tentang Keimigrasian

Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-
5 01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.7.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
7 Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.12.03.02 tahun 1997
tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Dokumen 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-office
3. Pulpen/Ball Liner

4. Kertas

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian |Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.




Kegiatan

Menugaskan Kepala Seksi Intelijen
dan Penindakan Keimigrasian di

Kakanim

Kasi Inteldakim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PENERBITAN PASPOR HILANG/ RUSAK DAN PERUBAHAN DATA PASPOR

PELAKSANA

Kasubsi
Penindakan

Pelaksana

Kelengk
apan

MUTU BAKU
Waktu

KETERANGAN

. L . 1 Menit Disposisi Kakanim
satuan kerja kantor imigrasi
Menugaskan Kepala Subseksi o S
Penindakan di satuan kerja kantor Disposisi 1 menit Disposisi Kasi
imigrasi Kakanim Inteldakim
Memberikan arahan kepada o
petugas di seksi Inteldakim untuk 2 Disposisi o ,
menerima berkas dokumen yang Kasi 1 menit Disposisi Kasubsi
Inteldaki Penindakan
sudah lengkap dan membuat m
jadwal Berita Acara Pemeriksaan
Petugas seksi inteldakim menerima 2 Berkas pemohon Pemohon diberikan jadwal
berkas dokumen dan membuat dokumen 1 menit teriadwal untuk BAP sesuai dengan waktu
jadwal Berita Acara Pemeriksaan dan ! BAP yang tersedia dan diminta
perdim, hadir tepat waktu
Kasubsi Penindakan menjelaskan Berkas Pemohon
ke pemohon kenapa dilaksanakan P dokumen 2 menit mengerti untuk di
pemeriksaan < dan BAP
perdim
Kasubsi Penindakan mengajukan Jika ditemukan adanya unsur
beberapa pertanyaan kepada . kecerobohan atau kelalaian
X . Hasil jawaban ) ;
pemohon terkait paspor hilang .| disertai dengan alasan yang
Berkas pemohon terkait ) L
tidak dapat diterima,
\4 dokumen ) paspor ) ;
90 menit . pemberian paspor biasa dapat
dan hilang/rusak dan ) )
) ditangguhkan paling cepat 6
perdim, perubahan data ]
aspor bulan dan paling lama 2 tahun
pasp (Permenkumham No. 8 Tahun
2014 Ps. 41c)
Kasubsi Penindakan mengetik Unituk penggantian paspor
Berita Acara Pemeriksaan Berkas rusak/hilang masih berlaku,
berdasarkan dari hasil \ 4 dokumen 90 menit Berita Acara | pemohon dibebankan biaya denda
pemeriksaan ﬁ dan Pemeriksaan sesuai dengan PP. No. 10 Tahun
perdim 2015 tentang Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Kasubsi Penindakan menyerahkan Berkas
Berita Acara Pemeriksaan ke Kasi < dokumen, 30 menit Berita Acara
Inteldakim perdim, Pendapat
dan BAP




Mengetahui pelaksanaan
Penerbitan/ Penggantian paspor

Laporan
Penerbita
n/
Penggant
ian
paspor

5 menit




NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI -
TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

JUDUL SOP M PASPOR KANIM SABANG
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2011 tentang Keimigrasian 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5 Peraturan M.HH-01.GR.01.01 tahun 2012 tentang Perubahan ke-6 atas Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor M-01.1Z.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang
Asing

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi NomorF-458.2.03.02 tahun 1997 tentang Surat
Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Ke-5 atas Petunjuk
Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan ke-3 atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor F-458.1Z.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas 1. Komputer/printer/scanner

2 SOP Penginputan Data 2. Jaringan internet dan e-office

3 SOP Input Data Biometrik dan Wawancara 3. Kamera/Mesin finger print

4 SOP Penerbitan Resi Pembayaran dan Bukti Pengambilan

5 SOP Alokasi, Cetak, Laminasi, dan Uji Kualitas Paspor

6 SOP Serah Terima Paspor

7 SOP Pengambilan Paspor

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.






PENGAYOMAN

1. PENDAFTARAMN

PEMOHON AKUN & LOGIN
1. Mendaftarkan
3 akun Paspor
RS Online dan
E— verifikasi email;
2. Login Paspor
Online dengan
akun terdaftar;
3. Membaca dan
menyetujui
syarat &
ketentuan
permohonan
paspor,
3 -
I -
= Iy Dita tidak Data
tenverifikasi l terverifikasl
_, -——+
2, PENGINPUTAN AR
Permohan DATA PEMOHON
kanfirmasi 1, Melakukan
kepada penginputan
Dukeapil data pemohon®;
itk 2. verifikasi NIE,
. nama, dan
kesesuaian tanggal lahir ke
data NIk sistem Dukcapil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANG

ALUR PERMOHONAN PASPOR ONLINE MELALUI M-PASPOR
NOMOR: W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-854 TAHUN 2023
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

4, PEMILIHAN LOKAS! PERMOHONAN PASPOR, 5.
IEMNIS PASPOR, DAM JADWAL KEDATANGAN

1. Memilih tujuan Kantor Imigras

lokasi permohonan paspor*®;
2. memilih jenis paspor sesuai

dengan yang tersedia pada

Kantor Imigrasi terpilih;

3. Memilih jadwal kedatangan®®*®.

t

3. PENGINPUTAN DATA
PERMOHONAN PASPOR
PADA PANDUAN
LAYANAN PASPOR

1. Menginput data dan
jawaban pada panduan
layanan paspor sesuai
tujuan permohonan
pasp;

2, mengunggah dokumen
persyaratan sesuai
tujuan permohonan
paspor;

3. memeriksa kesesuaian
data dan koreksi apabila
salah,

PERSETLULIAN DATA DAN SYARAT &
FETENTUAN

1. Menyetujul kesesuaian data
pemohon;

2. menyetujut syarat & ketentuan
permohonan paspar bahwa biaya
yang sudah disetorkan ke kas
Negara tidak dapat dikembalikan
apabila:

A, tidak hadir sesuai jadwal
kedatangan dan tidak
melakukan reschedule®* "%

b. permohonan paspor ditolak
dalam hal:

*  termasuk dalam daftar
pencegahan dan
penangkalan;

« memberikan data tidak
sah dan/atau keterangan
tidak benar;

* hal lain yang dianggap
oleh petugas akan
dipergunakan untuk
tujuan melawan hukum,

6. PEMBAYARAN

1. Melakukan pembayaran
sesual dengan kode
Lilling *** "

2. setelah melakukan
pembayaran,
mendapatkan Bukti
Daftar Paspor Online
yang memuat:

*  Data pemohon;

* Barcode;

+  Bukti pembayaran;

*  Lokasi UPT terpilih
dan jadwal
kedatangan;

+  GSyarat & ketentuan;

3. Bukti Daftar Paspor
Online wajib di-print dan
ditunjukkan kepada
Petugas pada saat datang
ke UPT sesuai dengan
lokasi terpilih dan jadwal
kedatangan.

7. PELAKSANAAN

VERIFIKASI,

WAWANCARA DAN

PENGAMBILAN

RIOMETRIK

1. Datang ke Kantor
Imigrasi sesual pilihan
dan jadwal kedatangan;

2. melakukan antri
verifikasi dokumen
persyaratan paspor asl
dan Bukti Daftar Paspor
Online pada Petugas
Customer Service;

3. menyerahkan Bukti
Daftar Paspor Online
dan ash dokumen
persyaratan paspor;

4, setelah data
terverifikas,
mendapatkan antrian
booth pelayanan;

5. melakukan wawancara
dan pengambilan
biemetrik pada booth
pelayanan;

6. mendapatkan bukti
pengambilan paspor;

7. mendapatkan notifikasi
paspor telah selesai dan
mengambil paspor di
Kantor Imigrasi dengan
membawa bukti

*Satu akun Paspor Unline dapat mendoftarkan 5 (ima) pemohon paca jadwal kedatangan dan Kantor imigrasi yang sama; o TEREE Woktu pembayaran maksimal 3 {tiga) jom sejok kode billing
** Pilihan UPT dibuka uniuk seluruh indonesia sesvar dengon lokasi yvang dipilif;

""" Permohon dikerikan informasi kuata tersedio poda setiop UPT dan tanggal kedatangan yong dibuke 30 hori ke depan ofeh

Rasing-rasing Kantor imigrasi;

diterbitkan;
FREERE Pengambilan pospor dopat dilakukan dengan pengiriman vio
PT. POS apabila tersedia pada Kantor imigrasi.

== pemahon dopat melokukon reschedule jodwal kedatangan sebanyok 2 {dua) kali maksimal H-1 sebefum jodwal

kedatangan, Hidak dapot menggantt lokast UPT;

pengambilan paspor
dan data diri******,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG

PEMERIKSAAN BUKTI DAFTAR PASPOR ONLINE DAN VERIFIKASI DATA
NOMOR: W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-855 TAHUN 2023
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

PENGAYOMAN

PEMOHON PETUGAS CUSTOMER SERVICE PETUGAS CUSTOMER SERVICE PEMOHON
1 2. 3. 4,
P —' Q

T

1. memberikan nomor antrian

1. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai pilihan dan jadwal 1. Menginput nomor permohonan yang

kedatangan;

2.melakukan antri verifikasi dokumen persyaratan paspor
asli dan Bukti Daftar Paspor Online pada Petugas
Customer Service;

3. menyerahkan Bukti Daftar Paspor Online * dan asli
dokumen persyaratan paspor.

tertera pada Bukti Daftar Paspar Online
dalam Sistem Penerbitan Dokumen
Perjalanan Rl dan/atau melakukan scan
barcode;

melakukan verifikasi kesesuaian data.

booth pelayanan;
2. mengarahkan pemohon ke ruang
tunggu/booth layanan.

Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan

* Dalam hal pemohon yang dikecualikan diatur dalam SOPAP
Permohonan Paspor Bagi Pemohon Yang Berkebutuhan
Khusus






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG

NOMOR: W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-856 TAHUN 2023
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

PENGAYOMAN

3a.  Setuju
pemberian
PEMOHON Paspor
1. -
Melanjutkan proses penerbitan paspor.
3b. Kurangdokumen 1. Menunda proses paspor;
persyaratan 2. memberikan catatan tunda layanan pada Bukti Daftar Paspor Online
paspor dan jadwal kedatangan kembali maksimal 5 (lima) hari kerja;
T . 3. melanjutkan proses per\erbitan paspor apabila dokumen persyaratan
B — bitan Dok paspor telah dilengkapi dan meng-entry kekurangan dokumen
1. Datang ke booth layanan paspor PacaIBLEMm Leneinitan uokumen persyaratan paspor yang belum diunggah pada Aplikasi Paspor Online.
sesuai nomor antrian yang Perjalanan RI;
diberikan; 2. melakukan pengambilan foto dan
2. menyerahkan Bukti Daftar sidik jari;
Paspor Online dan asli dokumen 3. melakukan pemeriksaan
persyaratan paspor. kelengkapan dokumen asli
persyaratan paspor; y : .
4. melakukan verifikasi kesesuaian 3c. Penolakan 1. memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar;
data dengan dokumen yang pemberian hal lain yang dianggap oleh petugas akan dipergunakan untuk tujuan
diunggah; paspor melawan hukum; atau.
5. melakukan edit data apabila > 3. tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan paspor dalam hatas
terdapat ketidaksesuain data yang @ waktu yang ditentukan.
diinput pemohon pada Aplikasi

Paspor Online dengan data pada
dokumen persyaratan paspor;

6. meng-entry dokumen persyaratan
paspor yang belum diunggah pada
Aplikasi Paspor Online;

7. melakukan wawancara tujuan
permohonan paspor.



PENGAYOMAN

PEMOHON YAMG BERKEBUTUHAN KHUSUS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG
PELAYANAN BAGI PEMOHON PASPOR

KELOMPOK RENTAN/BERKEBUTUHAN KHUSUS/ KELOMPOK RENTAN

NOMOR: W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-857 TAHUN 2023
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

PETUGAS CUSTOMER SERVICE KABID/KASIKASUBS] setuju
1: 2+ 3. —b
Py
LN

1 Kriteria  pemohon  paspor  kelompok L Melakukan  wverifikasi  berkas Melakukan identifikasi dan memberikan

rertan/berkehutuhan  khusus/penyandang permononan paspor®; dan persetujuan pemohon paspor kelompok

:"sih:;lllms de Ngan izin dari PE’ahat IITInIE.I'EISI 2. Melakukan pene atatan pada bk lun[ﬂrlfhﬂ‘rkﬂhuluhan

eritedian, catatam khusus  dan  melaporkan o

= . o khusus/penyandang disabilitas,

& pemohon paspr kelompok kepada  kepada  Kepala  Bidang

rentan/berkebutuhan  khusus/penyandang Lalintuskim/Kasi  Lantaskim/Kasubsi

disabilitas; dan Lalintuskim
b. pemohon paspor dalam keadaan sakit.,
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi;
3. Melakukan antri verifikasi berkas persyaratan

paspor pada jalur antrian khusus kelompok

rentan;
4. Menyerahkan dokumen persyaratan paspor
ash dan fotokopi dalam lembar ukuran ad.

9 tidak setuju

* pemaohon paspor kelompok rentan/berkebutuhon
khususdpenyandang disalilitas dapot langsung dilayan [walk-
in} tanpa harus meadaftor di Aplikasi Paspor Online

1. memberikan nomor antrian;

2.mengarahkan pemohon ke booth
pelayanan khusus kelompok
rentan/berkebutuhan
khusus/penyandang disabilitas.

PETUGAS CUSTOMER SERVICE
ab.

Menolak pemohon yang dianggap tidak
memenuhi kriteria kelompok
rentan/berkebutuban khusus/penyandang
disabilitas setelah dilakukan identifikas
oleh KABIDYEASKASUBSL.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

5 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin
Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil,
ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-858

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP PENERBITAN/ PERPANJANGAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN (ITK)

JUDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal
Kunjungan

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN/ PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Kegiatan

Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin

Kakanim

Kasi
Lalintalkim

Kasubsi Izin
Tinggal

Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

KETERANGAN

Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi 5 Menit Disposisi Kakanim
2 _Mt_enugz?lskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor ) B ) ) Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan ) o .
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Disposisi Kasubsi
ermohonan i
p ﬁ Izin Tinggal 5 menit Berkas Permohonan
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal \L
Kunjungan, memeriksa data pemohon di daftar Hasil Pendaftaran
cekal, meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, i Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan A Sistem
6 [Melakukan penelitian data dan informasi serta v Hasil Pendaftaran Berkas Permohonan
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang ’ > Permczjrilcéril;r;riaspor 5 menit yang telah terverifikasi
v dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar . .
4 > yang telgh 5 menit Bukti bayar
terverifikasi dan
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon \1/
sebagai data biometrik, memberikan nomor register ﬁ ) ) Rekaman Biometrik dan
dan menerakan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Bukti bayar 20 menit Wawancara
pemohon
9 Me_mberikan pe_zngt_-zsahan oleh Kepala Kantor atau ‘ Rekaman Biometrik
pejabat yang ditunjuk V dan Wawancara 10 menit Hasil pengesahan
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Kunjugan sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
imi i v
11 Menye_rahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian ) Hasil penerbitan Izin
selesai kepada pemohon . 5 menit - )
akhir Tinggal Kunjungan
12 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai Berkas Permohonan
. . Laporan hasil
ﬁ dan H?S" penerbltan 5 menit penerbitan Izin Tinggal
1zin Tinggal Kunjungan
Kunjungan
13 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan/ Perpanjangan . D Laporan hasil
Izin Tinggal Kunjungan yang sesuai dengan “‘ penerbitan 1zin 5 menit

prosedur

Tinggal Kunjungan




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil,

ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-859

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS DARI
VISA TERBATAS

JUDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas
dari Visa Tinggal Terbatas

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Visa Tinggal
Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN TINGGAL TERBATAS DARI VISA TERBATAS

PELAKSANA

Kasi

Kasubsi Izin

Pelaksana

Kelengkapan

MUTU BAKU

Waktu

Output

KETERANGAN

Lalintalkim

Tinggal

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “\‘ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor N Di . .
o - . . . . isposisi Kasi
imigrasi i Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan ) o )
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 [Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas ) . )
permohonan D'SP‘?S'S'. Kasubsi 5 menit Berkas Permohonan
1zin Tinggal
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal
Terbatas, memeriksa data pemohon di daftar cekal, Hasil Pendaftaran
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan Sistem
6 |Melakukan penelitian data dan informasi serta Hasil Pendaftaran
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Permohonan Paspor . Berkas Permoh(_)r_1an )
V di Sistem 5 menit yang telah terverifikasi
dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar
4 ﬁ ter\)//::fgglgls&iﬂt]ian 5 menit Bukti bayar
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon 7
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, ﬁ _ _
Mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometrik dan
menerakan Izin Tinggal Terbatas pada paspor Wawancara
pemohon
9 [Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau 4_“ . . .
pejabat yang ditunjuk < Rekaman Biometrik 10 menit Hasil pengesahan
V dan Wawancara
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
ey : A 4
11 Menye_rahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian ) Hasil penerbitan Izin
selesai kepada pemohon . 5 menit -
akhir Tinggal Terbatas
12 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai Hasil penerbitan Izin s men enel;sirt););alr;i:z;s}lr: N
Tinggal Terbatas P 99
Terbatas
13 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan Izin Tinggal \ Laporan hasil
Terbatas yang sesuai dengan prosedur w‘ penerbitan 1zin 5 menit
Tinggal Terbatas




¥

X _
IMIGRASY

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPl SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

8 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil,
ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IML.IMI.3-GR.01.01-860

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
(ITK) KE IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

JuDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas
dari Izin Tinggal Kunjungan

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas Dari Izin Tinggal
Kunjungan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer /scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK) KE 1ZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
Kegiatan i i zi
= Kakanim _Ka3| . Kas.ub5| 1zin Pelaksana Kelengkapan Waktu
Lalintalkim Tinggal
1 |Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p )
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi W 5 Menit Disposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor 4 Disposisi Kakanim 5 menit Disposisi Kasi
imigrasi iﬁ P Lalintalkim
3 [Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan \l/ . o .
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ DILSpIQSISIIkI‘(aSI 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas alintalkim
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Disposisi Kasubsi
permohonan ﬁ Izin Tinggal 5 menit Berkas Permohonan
5 [Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Hasil Pendaftaran
Terbatas, memeriksa data pemohon di daftar cekal, Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin Sistem p
6 [Melakukan penelitian data dan informasi serta ) / Hasil Pendaftaran Berkas Permohonan
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Ll Permohonan Paspor 5 menit yang telah terverifikasi
v di Sistem dan disetujui
7 [Membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal ;—q, Berkas Permohonan Surat Permohonan ITAS
Imigrasi dan melakukan pemindaian dokumen yang telah 15 menit u dan Hasil Pindai
permohonan terverifikasi dan
. o Dokumen Permohonan
disetujui
8 |Mengirim Surat Permohonan dan menerima Surat Permohonan Surat Persetuiuan dari
persetujuan permohonan dari Direktorat Jenderal ITAS dan Hasil 120 menit Direktorat Jénderal
Imigrasi Pindai Dokumen ) ;
Imigrasi
Permohonan
9 [Menerima pembayaran sesuai permohonan dan 12 Surat Persetujuan
memberikan tanda bukti bayar dari Direktorat 5 menit Bukti bayar
Jenderal Imigrasi
10 |Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, Bukii bavar 20 menit Rekaman Biometrik dan
Mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan Y Wawancara
menerakan Izin Tinggal Terbatas pada paspor
11 |Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau PN
pejabat yang ditunjuk = Rekaman Biometrik . .
v dan Wawancara 10 menit Hasil pengesahan
12 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip ? Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
13 |Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil indai Hasil bitan Izi
selesai kepada pemohon asl Tkr::il? aian 5 menit ?’isrllg[;ea':?rrerlbe;aém
14 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai Hasil penerbitan Izin Laporan hasil
st p 5 menit penerbitan Izin Tinggal
Tinggal Terbatas
Terbatas




15

Mengetahui Pelaksanaan Penerbitan I1zin Tinggal
Terbatas yang sesuai dengan prosedur

g. SELESAI '\j

Laporan hasil
penerbitan 1zin
Tinggal Terbatas

5 menit




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil,
ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-878

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

JubuUL SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Terbatas

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS

PELAKSANA

Kasi Lantalkim Kas.ub5| 1zin
Tinggal

MUTU BAKU

Kegiatan KETERANGAN

Kakanim Pelaksana Waktu

Kelengkapan

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “\‘ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor N Di . .
o - . . . . isposisi Kasi
imigrasi i Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan ) o )
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas . - .
permohonan Dlqusm Kasubsi 5 menit Berkas Permohonan
1zin TInggal
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal
Terbatas, memeriksa data pemohon di daftar cekal, A Hasil Pendaftaran
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, ﬁ Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan Sistem
6 |Melakukan penelitian data dan informasi serta Hasil Pendaftaran
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang Permohonan Paspor Berkas Permohonan
\ ,‘ di Sistem 5 menit yang telah terverifikasi
dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar
4 ter\);:zfgijlfi?r&an 5 menit Bukti bayar
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, ﬁ _ _
Mencetak Kartu Izin Tinggal Terbatas, dan Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
menerakan Izin Tinggal Terbatas pada paspor Wawancara
pemohon
9 [Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau 4_“ . Rek Bi i
ejabat yang ditunjuk < examan Biometri i i
pej yang ] V dan Wawancara 10 menit Hasil pengesahan
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Terbatas sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
11 Menye_rahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian . Hasil penerbitan Izin
selesai kepada pemohon ) 5 menit :
akhir Tinggal Terbatas
12 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai v . ) ) i
e PSP b veng e e T MRkl B perpariangen i
Tinggal Terbatas Tinggal Terbatas
13 |Mengetahui pelaksanaan Perpanjangan Izin Tinggal .k Laporan hasil
Terbatas yang sesuai dengan prosedur W< Perpanjangan Izin 5 menit
Tinggal Terbatas




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

8 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian I1zin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-880

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE
IZIN TINGGAL TETAP

JUDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Tetap dari
1zin Tinggal Terbatas

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Tetap dari I1zin Tinggal
Terbatas

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP

PELAKSANA

Kasi Lantalkim

Kasubsi Izin

Pelaksana

Kelengkapan

MUTU BAKU

Waktu

KETERANGAN

Tinggal

1 |Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin N
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi ‘“' 5 Menit Disposisi Kakanim
2 [Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor . . . . Disposisi Kasi
- . ﬁ_ Disposisi Kakanim 5 menit ) .
imigrasi — Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan \l/ Di isi Kasi
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan memeriksa i 5p|95 slk' as 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
kelengkapan berkas Lalintalkim
4 [Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Disposisi Kasubsi )
permohonan X 5 menit Berkas Permohonan
1zin TInggal
5 [Memasukkan _data pemohon ke apl!kasi 1zin Tinggal Hasil Pendaftaran
Tetap, memeriksa data pemohon di daftar cekal, Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin ,— Sistem
6 [Melakukan penelitian data dan informasi serta V | Hasil Pendaftaran Berkas Permohonan
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang e | Permohonan Paspor 5 menit yang telah terverifikasi
* di Sistem dan disetujui
7 [Membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Vv Berkas Permohonan Surat P h ITAS
Imigrasi dan melakukan pemindaian dokumen ang telah ) urat Fermohonan |
yang tea 15 menit dan Hasil Pindai
permohonan terverifikasi dan
disetujui Dokumen Permohonan
8 [Mengirim Surat Permohonan dan menerima ST;?;SPE;?C:‘;Q?" Surat Persetujuan dari
persetu!uan permohonan dari Direktorat Jenderal Pindal Dokurmen 120 menit Direktorat Jenderal
Imigrasi Imigrasi
Permohonan
9 [Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Surat P wi
memberikan tanda bukti bayar urat Persetujuan X )
dari Direktorat 5 menit Bukti bayar
Jenderal Imigrasi
10 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon L
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
Mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap, dan menerakan i 4 Wawancara
1zin Tinggal Tetap pada paspor pemohon I
11 |Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau P4 . .
jabat yang ditunjuk > Rekaman Biometri 10 menit Hasil pengesahan
pejabat yang ditunju v dan Wawancara peng
12 [Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat T
peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip ﬁ
Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
13 Menyelrahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian ) Hasil penerbitan Izin
selesai kepada pemohon . 5 menit .
akhir Tinggal Tetap
14 [Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai A4 Hasil penerbitan Izin & monit Penel;;sgrrﬁ;i:a‘l?iirl] R
Tinggal Tetap Tetan 99




1

(&)

Mengetahui pelaksanaan Penerbitan I1zin Tinggal
Tetap yang sesuai dengan prosedur

‘ SELESAI '\

Laporan hasil
Penerbitan 1zin
Tinggal Tetap

5 menit




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.02-12.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

8 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal Tetap akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil,
ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-881

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NTP 196912221993031001

SOP PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

KUALIFIKASI PELAKSANA

JUDUL

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi
Anak Berkewarganegaraan Ganda

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PELAKSANA
Kasubsi Izin
Tinggal

MUTU BAKU
KETERANGAN

Kegiatan

Kakanim Kasi Lantalkim Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p \
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 _Mt_enugz?lskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor ) N ) ) Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan ] o _
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas . L bsi
permohonan DISP(.)S'S' Kasubsi 5 menit Berkas Permohonan
1zin TInggal
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal \L
Tetap, memeriksa data pemohon di daftar cekal, Hasil Pendaftaran
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, i Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan y Sistem
6 |Melakukan penelitian data dan informasi serta Hasil Pendaftaran Berkas Permohonan
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang V Permczjrilcéril;r;riaspor 5 menit yang telah terverifikasi
dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar . .
Y > ter\)//:::glles?r;lan 5 menit Bukti bayar
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon \1/
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, ﬁ ) )
Mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap, dan menerakan Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
Izin Tinggal Tetap pada paspor pemohon Wawancara
9 [Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau )4 . Rek Bi i
ejabat yang ditunjuk e RN ekaman Biometri . .
pej yang ) v dan Wawancara 10 menit Hasil pengesahan
10 [Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
11 Menye'rahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian _ Hasil penerbitan Izin
selesai kepada pemohon . 5 menit .
akhir Tinggal Tetap
12 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai . . . Laporan hasil
Hasil penerbitan Izin 5 menit Penerbitan Izin Tinggal
Tinggal Tetap Tetap 99
13 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan Izin Tinggal - N Laporan hasil
Tetap yang sesuai dengan prosedur “‘ Penerbitan Izin 5 menit

Tinggal Tetap




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,
Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

1 SOP Cekal
2 SOP Foto, Finger Print, dan Wawancara

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan
waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP

W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-882

TANGGAL PEMBUATAN

13 Februari 2023

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NTP 196912221993031001

JUDUL

1. Memiliki kemampu

SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP

KUALIFIKASI PELAKSANA

an pengolahan data Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

2. Mengetahui prosedur Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

3. Mengetahui tugas

4. Mengetahui tugas

1. Komputer/printer/s

dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

canner

2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP

PELAKSANA

Kasi Lantalkim Kas.ub5| 1zin
Tinggal

MUTU BAKU

Kegiatan KETERANGAN

Kakanim Pelaksana Waktu

Kelengkapan

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi W 5 Menit Disposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor N . . .
o - . . . . Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan ) o )
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 [Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Disposisi Kasubsi
ermohonan i
p ﬁ Izin Tinggal 5 menit Berkas Permohonan
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal
Tetap, memeriksa data pemohon di daftar cekal, A Hasil Pendaftaran
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, ﬁ Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan Sistem
6 |Melakukan penelitian data dan informasi serta Hasil Pendaftaran
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenan Permohonan Paspor Berkas Permohonan
P | Pl 9 V di Sistem p 5 menit yang telah terverifikasi
dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar
4 ya’?Q ‘e'?h 5 menit Bukti bayar
terverifikasi dan
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, ﬁ _ _
Mencetak Kartu Izin Tinggal Tetap, dan menerakan Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
Izin Tinggal Tetap pada paspor pemohon Wawancara
9 [Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau _4_“ . Rekaman Biometri
pejabat yang ditunjuk V 10 menit Hasil pengesahan
dan Wawancara
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan Izin Tinggal Tetap sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
11 Menye_rahkan dokumen keimigrasian yang telah Hasil pemindaian . Hasil Perpanjangan Izin
selesai kepada pemohon akhir 5 menit Tinggal Tetap
12 [Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ﬁ Hasil Perpanjangan Laporan hasil
- 5 menit Perpanjangan Izin
Izin Tinggal Tetap Tiﬂg g;al getap
13 |Mengetahui Perpanjangan Izin Tinggal Tetap yang ) Laporan hasil
sesuai dengan prosedur W‘ Perpanjangan Izin 5 menit
Tinggal Tetap




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-1Z2.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office
Keimigrasian;
7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,

Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

8 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.12.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian layanan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan
waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-883

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN
KEIMIGRASIAN (SKIM)

KUALIFIKASI PELAKSANA

JUDUL

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan SKIM

2. Mengetahui prosedur penerbitan SKIM

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

PELAKSANA
Kasubsi Izin
Tinggal

MUTU BAKU
KETERANGAN

Kegiatan

Kakanim Kasi Lantalkim Pelaksana Kelengkapan Waktu

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p \
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 _Mt_enugz?lskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor _ » ) _ Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan _ o )
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 [Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas . " bsi
permohonan D|sp93|5| Kasubsi 5 menit Berkas Permohonan
1zin TInggal
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal
Terbatas, memeriksa data pemohon di daftar cekal, A Hasil Pendaftaran
meneliti keabsahan dokumen dan penjamin, ﬁ Berkas Permohonan 20 menit Permohonan Paspor di
melakukan pemindaian dokumen permohonan N Sistem
6 |Melakukan penelitian data dan informasi serta / Hasil Pendaftaran
memberikan persetujuan oleh pejabat berwenan NN Permohonan Paspor Berkas Permohonan
P I pel 9 V di Sistem p 5 menit yang telah terverifikasi
dan disetujui
7 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan Berkas Permohonan
memberikan tanda bukti bayar . .
4 > ter\)::;:glles?r:ian 5 menit Bukti bayar
disetujui
8 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon
sebagai data biometrik, memberikan nomor register, . .
Mencetak Kartu SKIM, dan menerakan SKIM pada Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
paspor pemohon Wawancara
9 [Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau ,\ . Rek Bi i
ejabat yang ditunjuk e ekaman Slometri i i
pej yang ] V dan Wawancara 10 menit Hasil pengesahan
10 |Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat
peneraan SKIM sebagai arsip ﬁ Hasil pengesahan 5 menit Hasil pemindaian akhir
11 |Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah . N
) Hasil pemindaian . . .
selesai kepada pemohon akhir 5 menit Hasil penerbitan SKIM
12 |Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai ) ) )
Hasil penerbitan 5 menit Laporan hasil
SKIM Penerbitan SKIM
13 [Mengetahui pelaksanaan Penerbitan SKIM yang . o )
sesuai dengan prosedur “‘ Laporan hasil 5 menit

Penerbitan SKIM
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

KETERKAITAN:

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian layanan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu,
dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-884

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NIP 196912221993031001

SOP PENERBITAN BUKTI PENDAFTARAN ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA

JUDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Bukti Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda

2. Mengetahui prosedur penerbitan Bukti Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN BUKTI PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

PELAKSANA
Kasubsi 1zin

MUTU BAKU
KETERANGAN

Kegiatan

Kakanim Kasi Lantalkim Pelaksana Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin

Tinggal

Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi W 5 Menit Disposisi Kakanim
2 |Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor . L .
o - . . . . Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit : )
Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan \ Di . .

. L . : isposisi Kasi . . . .
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan i Lalintalkim 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelenakapan berkas |

4 |Menerima dan memeriksa kelengkapan dan ) o o
keabsahan berkas permohonan Disposisi Kasubsi Izin 5 menit Berkas Permohonan
Tinggal
5 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi registrasi Hasil Pendaftaran
pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda Berkas Permohonan 10 menit Permohonan Paspor di
Sistem
6 |Mencetak dan memberikan nomor register, Hasil Pendaftaran TOTTTOT TEYTSTET v
A Kartu Bukti Pendaftaran
Mencetak Kartu Bukti Pendaftaran Anak Permohonan Paspor .
s 10 menit Anak
Berkewarganegaraan Ganda di Sistem
Berkewarganegaraan
7 |Memberikan persetujuan dan pengesahan Bukti Nomor register dan ) =
Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda / Kartu Buki Hasil Pengesahan Kartu
. Bukti Pendaftaran Anak
% T Pendaftaran Anak 10 menit
V Berkewarganegaraan
Berkewarganegaraan
Ganda
Ganda
8 I\B/Ielskukan pemindaian berdkas Pendaftaran Anak Hasil Pengesahan
erkewarganegaraan Ganda ﬁ Kartu Buki
Pendaftaran Anak 5 menit Hasil Pindai
Berkewarganegaraan
Ganda
9 [Menyerahkan Bukti Pendaftaran Anak _ Laporan hasil
Berkewarganegaraan Ganda yang telah selesai Lembar Bukii Penerbitan Bukti
ﬁ Pendaftaran Anak
Pendaftaran
Berkewarganegaraan
Ganda
10 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan Bukti Laporan hasil

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
yang sesuai dengan prosedur

Penerbitan Bukti
Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan
Ganda




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan
Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

KETERKAITAN:

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian layanan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan
waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-885

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

SOP PENERBITAN KARTU FASILITAS
KEIMIGRASIAN

JubDUL

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Kartu Fasilitas
Keimigrasian

2. Mengetahui prosedur penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3. Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN KARTU FASILITAS KEIMIGRASIAN

PELAKSANA

Kasubsi Izin
Tinggal

Kasi Lantalkim

Pelaksana

Kelengkapan

MUTU BAKU
Waktu

KETERANGAN

1 [Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p \
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 _Mt_enugz?lskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor _ N ) _ Disposisi Kasi
imigrasi Disposisi Kakanim 5 menit ) .
Lalintalkim
3 |Memberikan arahan kepada petugas loket di satuan . o )
kerja kantor imigrasi untuk menerima dan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
memeriksa kelengkapan berkas Lalintalkim
4 [Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas bi isi Kasubsi
permohonan i 1SpOSIS| 1asubsi 5 menit Berkas Permohonan
1zin TInggal
5 |Memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas \ Berk
permohonan Berkas Permohonan 5 menit erkas yang
terverifikasi
6 |Memasukkan data pemohon ke aplikasi penerbitan I__‘l'
Kartu Fasilitas Keimigrasian, memeriksa data Berkas yang 20 menit Hasil Pendaftaran
pemohon di daftar cekal ﬁ terverifikasi Permohonan di Sistem
N
7 |Memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang 4 Hasil Pendaftaran
PN Permohonan di . Berkas Permohonan
- 5 menit X -
V Sistem yang telah disetujui
8 |Menerima pembayaran sesuai permohonan dan
memberikan tanda bukti bayar > Berkas Permohonan . )
: S 5 menit Bukti bayar
yang telah disetujui
9 [Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon
sebagai data biometrik, memberikan nomor register . .
penerbitan Kartu Fasilitas Keimigrasian Bukti bayar 20 menit Rekaman Biometri dan
Wawancara
10 |Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau ‘ Rek Bi i
pejabat yang ditunjuk ekaman blometrl 10 menit Hasil pengesahan
dan Wawancara
11 |M imi i -
enyerahkan dokumen keimigrasian yang telah _ . Kartu Easilitas
selesai kepada pemohon ﬁ Hasil pengesahan 5 menit . .
Keimigrasian
12 |Melakukan pemindaian dokumen keimigrasian yang A4 Dokumen dan Kartu
telah selesai ﬁ Fasilitas 5 menit Hasil Pindai
Keimigrasian
13 |Mengetahui pelaksanaan Penerbitan Kartu Fasilitas Laporan hasil
Keimigrasian yang sesuai dengan prosedur - =Y | Penerbitan Kartu 5 it
%‘ meni

Fasilitas
Keimigrasian




=
IMicrh

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

S\

DASAR HUKUM :

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-12.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor M.02-1Z.01.10 Tahun 1995 tentang Visa inggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, 1zin Masuk, dan Izin

Keimigrasian;

6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.0T.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office

Keimigrasian;

7 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z2.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,

Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

KETERKAITAN:

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses penyelesaian Izin Tinggal akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan

waktu, dan akurasi data keimigrasian.

NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-886

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

NTP 196912221993031001

SOP PENGAMBILAN DATA BIOMETRIK DAN
JubuL WAWANCARA PENERBITAN IZIN TINGGAL BAGI
WARGA NEGARA ASING

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal
Keimigrasian melalui e-office

2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office
3.Kamera/Mesin finger print

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual







Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN DATA BIOMETRIK DAN WAWANCARA
PENERBITAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING

PELAKSANA MUTU BAKU

i 1zi KETERANGAN
Kasi Lantalkim Ka;il;t;sglgrln Pelaksana Kelengkapan Waktu

Menugaskan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin p )
Tinggal Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi “ 5 Menit Disposisi Kakanim
2 [Menugaskan Kepala Subseksi di satuan kerja kantor bi isi Kasi
imigrasi ﬁ Disposisi Kakanim 5 menit II_Sgl(i):tlasllkir:SI
3 [Memberikan arahan kepada petugas loket biometrik Disposisi Kasi
di satuan kerja kantor imigrasi untuk mengambil data : B 5 menit Disposisi Kasubsi Intal
) ) i Lalintalkim
biometrik dan wawancara pemohon paspor ]
4 |Petugas loket melakukan log in ke aplikasi layanan N7
izin tinggal di portal keimigrasian Disposisi Kasubsi 1 Menit Hasil Log In ke Apliaksi
Izin TInggal Izin Tinggal
5 [Petugas loket memanggil pemohon paspor ke booth .
foto dan wawancara sesuai dengan urutan I-_Iasﬂ_Lo_g In_ ke 1 menit Pemohon datang ke
Apliaksi Izin Tinggal loket
6 [Petugas loket meminta pemohon untuk melepaskan pemohon siap untuk
kacamata, topi, dan peci (jika pakai), merapikan Pemohon datang ke 2 menit difoto dan dianﬁbil sidik
rambut (laki-laki) dan jilbab (wanita), dan meminta loket iari
memakai baju kemeia (iika pemohon laki-laki !
7 |Petugas loket membuka permohonan pemohon dan
mengambil foto dan sidik jari pemohon paspor Pemohon siap untuk hasil foto dan sidik fari
difoto dan diambil 10 menit i ]
sidik jari
8 [Petugas loket mewawancara pemohon
Berkas permohonan 5 menit hasil Wsai:\t/::ncara di
9 |Petugas loket mempersilakan pemohon kembali ke Laporan hasil
ruang tunggu untuk proses selanjutnya. hasil Biometri dan 1 menit Pengambilan Data
wawancara di sistem Biometrik dan
Wawancara
10 |Mengetahui pelaksanaan Pengambilan Data Laporan hasil
Biometrik dan Wawancara yang sesuai dengan ‘ "y Pengambilan Data .
) . 5 menit
prosedur Biometrik dan
Wawancara




NOMOR SOP

W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-887

TGL PEMBUATAN

13 Februari 2023

TGL REVISI / REVISI KE

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

_———=x._14 Februari 2023

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
7.  Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

e

KETERKAITAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat
dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara

CE_SREPANA KANTOR IMIGRASI
AS Il TPI SABANG

A

e en e NP 9$912221993031001

\W SAIAN KEDATANGAN WNI DI

PAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
KUALIFIKASI PELAKSANA

1  Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI

2 Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPl secara Administratif

3 Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI

4  Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

5

6

NAMA SOP

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Bank

Pejabat
Imigrasi yang

Penanggung
jawab Alat

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

ditunjuk

Angkut

Kelengkapan

TPI yang berfungsi

siskarinfo

- - DPRI dan . data DPRI sebagai PLB dapat
Konter
.|Menerima DPRI dan boarding pass ( > boading pass 1 menit dan boarding | menggunakan pas
pass lintas batas
‘\ Tidak Dalam pemeriksaan
.| Memeriksa identitas warga negara Indonesia yang PRI s _ Verifikasi _DPRI dapat
disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki ' DPRI 1 menit keabsahan dimintakan kartu
DPRI identitas sebagai
data dukung
Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan Rekaitulasi Petugas Tata Usaha
.| keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang Ya h 4 ) p juga membuat
DPRI 2 menit ketidak - )
ditunjuk : rekapitulasi
) sesuaian
ketidaksesuaian
v
; ; ; . : Data hasil koreksi data pada
.| Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia pindai DPRI 1 menit pindai DPRI sistem bila perlu
] ] . e warga negara
.|Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar Ya Hasil verifikasi ot
penangkalan melalu?slste% P Tangkal? Daftar 30 detik daftar Indonesia tidak dapat
penangkalan ditolak masuk ke
penangkalan :
Indonesia
Mengarahkan =~ warga negara Indonesia  yang Rekapitulasi | P€lUgas Tata Usaha
.| teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat ) h 4 Daftar . p juga membuat
- . o Tidak 2 menit ketidak juga me -
imigrasi yang ditunjuk penangkalan : rekapitulasi
sesualan . .
ketidaksesuaian
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap v Keout di Pdenljng.ar:?” d
H i H i eputusan Iindaklanjuti paaa
. lvar:?ar negara Indonesia dari hasil pemeriksaan petugas DPRI 10menit | atas ketidak | SOP Penanganan
onte sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
DPRI yang telah
.| Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada A 4 Cap tanda )
; diterakan cap tanda
DPRI warga negara Indonesia o ) DPRI 30 detik masuk ]Elan masuk dan paraf
para petugas diserahkan
petugas kembali kepadaWNI
.|Melakukan rekapitulasi kegiatan enyelesaian . lan
keimigrasian dan pepnanganan ketdaksesudian di Tb1 v Daftar Laporan Rekapitulasi kegiatan
penumpang 1 hari kegiatan di dilaksanakan secara
dan buku an egﬁflm : eletronik dan/atau

manual




NOMOR SOP W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-888

TGL PEMBUATAN 13 Februari 2023
TGL REVISI / REVISI KE -

TGL EFEKTIF _AerALa,_ 14 Februari 2023
DISAHKAN OLEH v RE LA KANTOR IMIGRASI

AS Il TPI SABANG

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

/

A, UTFI
2. 196912221993031001

i

NAMA SOP DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPl secara Administratif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
7.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
8.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

bR
o UhwWN R

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Pemberian VKSK 1. Komputer/printer/scanner

2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut
. . . Dokjal, Visa, i
Menerima dokumen perjalanan, Visa, vaucer VKSK, vanoa: VKSK, dki'_eg‘glfapa';/ l;lga;gp?gfggg;
1. |boarding pass, kartu A/D, dan tiket perjalanan kembali ( Konter ) tiket, boading | 30 detk | “*%" dgﬁ“ menggunakan p‘;s
ke negara asal atau negara lain. pass, dan kart boarding pass lintas batas
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, lIzin Tidak PZ?.';T;?}?; ke;;gf;gsgan Kartu A/D diisi oleh
2. |Tinggal, dan kelengkapan pengisian kartu A/D yang Dokjal sah? IzinJTinggaI' 2 menit masa berlaky | ©Orang Asing sesuai
disesuaikan dengan data Orang Asing dan kartu A/D Dokim data pada Dokjal
Ya
3. M ik kah O Asi b kut Kesesuaian Peraturan Presiden
. |Memeriksa apakah Orang Asing yang bersangkutan
merupakan styek dari ngegaragB)(/Kg g Dokumen 30 detik subyek | o\ 'Nomor 43 Tahun
Perjalanan negara 2011
BVKS
Dokumen Verifikasi
4. |Memeriksa Visa yang dimiliki oleh Orang Asin Perjalanan | 30detk | keabsahan dan
. yang g [¢] Jale masa berlaku
dan Visa Visa
5 | M i VKSK bagi O Asi Dokumen Kesesuaian Peraturan Menteri
. |Memeriksa vaucer K bagi Orang Asing yan 1 .
merupakan subyek dari neggra vkeK Snd yand Subyek ge”alanan 30 detik subyek Hukum dan HAM
' an vaucer negara Nomor 9 Tahun 2012
VKSK VKSK
| Tidak Tidak Petugas Pembayaran stiker
6. I\B/Ienlg%rahkan ,OranéqlAsE)inlg dari ne alt(r,avskJéJKek VKSK ke [ _ Dokumen _ Bank VKS)P; sesuai
anx Fersepst apabiia beftim memili » _) Perjalanan 2 menit menerima | Peraturan Pemerintah
Orang Asing | Nomor 38 Tahun 2009
. . . o Dokumen -
7. |Memeriksa Izin Masuk Kembali yang dimiliki oleh Orang X Tidak Perialanan Kesesuaian
As|ng miliki T J . . penggunaan
Masuk dan lzin 30 detik :
Kembali? Masuk 1zin Masgk
Kembali Kembali
Mengarahkan-Orang-Asing bukan darinegara subyek Petugas Tata Usaha
A 4 Dokumen Rekapitulasi juga membuat
8. | VKSK, tidak memiliki Visa, atau Izin Masuk Kembali ke Ya Perjalanan 2 menit ketidak rekapitulasi
pejabat imigrasi yang ditunjuk sesuaian | permasalahan Orang
Asing
i i i i Tidak Dokumen Hasil
9. |Memeriksa tiket perjalanan kembali ke negara asal atau emmk\ Perjalanan asl
negara lain kombali> dan boardin 1 menit penelitian
pass 9 masalah
Ya
. . A 4
Mengarahkan Orang Asing yang tidak dapat V_| i Rekapitulasi Petugas Tatabusf‘ha
10. |menunjukkan tiket perjalanan kembali ke negara asal Dokumen . ek aP[" uka5| Jug?( m.eml ual
lain ke pejabat imigrasi yang ditunjuk Perjalanan 2 menit etidal rekapitulasi
atau negara lai pe) 9 yang | sesuaian | permasalahan Orang
Asing




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Bank

Pejabat
Imigrasi yang

Penanggung
jawab Alat

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

ditunjuk
H/1

Angkut

siskarinfo

Data hasil
11 Xlseika\kukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Dokumen 1 menit pindai koreksi data pada
9 Perjalanan dokumen sistem bila perlu
perjalanan
N5
12. |Memeriksa data Orang Asing pada daftar penangkalan va Daftar ) Hasil
melalui sistem tangkal? enanakalan 1 menit verifikasi
P 9 cekal
Tidak
Melakukan pemindaian vaucer VKSK, print out stiker v Do.kll‘men St'kerd.VKEK
13. |VKSK, pindai stiker VKSK, dan menerakan stiker VKSK perjaianan, _ | Yang diterkan
da dok al vaucer VKSK, 2 menit pada
pada doxkumen peralanan dan stiker dokumen
VKSK perjalanan
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam v Rekabitulasi Petugas Tata Usaha
14. |daftar penangkalan kepada pejabat imigrasi yang Daftar . ekapitulasi | juga membuat
dituniuk enanakalan 2 menit ketidak rekapitulasi
) P 9 sesuaian | permasalahan Orang
Asing
. . Penanganan
15. [Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap h 4 Dokumen Ke iti iuti
| A ¢ ; putusan | ditindaklanjuti pada
Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter Perjalanan atas ketidak | SOP Penanganan
dan tiket sesuaian Ketidaksesuaian di
t6—Menerakanrcap-tanda-masukdan-parafpetugaspada i
dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang Asing N\ Dokumen Cap tanda | dokial yang telah diterakan
< selesal  } Perjalanan dan 30 detik masuk  dan ;:t‘:] ézgd;srgﬁasﬁlfaial?eﬁggi
kartu A/D paraf petugas kepada Orang Asing
Melakukan  rekapitulasi  kegiatan  penyelesaian v Daftar Laporan | Rekapitulasi kegiatan
17. |keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian'di TPI penumpang _ . .| dilaksanakan secara
1 hari kegiatan di )
dan buku TPl eletronik dan/atau

manual




NOMOR SOP : W.1.IML.IMI|.3-GR.01.01-889

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023
TGL REVISI/ REVISI KE -

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

N

Sl K >

SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WNI DI

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1  Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPl secara Administratif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3 Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 4  Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
5
6

NAMA SOP

AwbdPE

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TP!I
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;

7.  Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter  Tata Usaha Bank Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut
- TPl yang berfungsi
Konter kelengkapan | sebagai PLB dapat
. . . ( > DPRI dan . DPRI dan |menggunakan pas lintas
1. |Menerima DPRI dan boarding pass ke negaratujuan boading pass 30 detik boarding | batas
pass - SPLP tidak dapat
digunakan
Hasil Dalam pemeriksaan
. L asl DPRI dapat dimintakan
2. Memerllfsg keabsahan DPRI yang dimiliki oleh warga X Tk L meni verifikasi et e
negara Inaonesia o DPRI menit keabsahan dokumen pendukung
DPRI lain sebagai data
dukung
Mengarahkan warga negara Indonesia yang diragukan Rekapitulasi Petugas Tata Usaha
3. |keabsahan DPRInya kepada pejabat imigrasi yang v . ekapitulast | = 1,03 membuat
o ya ] DPRI 2 menit ketidak ; :
ditunjuk sesuaian rekapitulasi
ketidaksesuaian
Kesesuaian
. . . il Tidak . .
4.|Memeriksa boarding pass warga negara Indonesia bo(;rfﬁzg\ - Boarding pass | 10 detik da,:z;/;;ga
ass?
P Indonesia
. ) WNI dterima
Mengarahkan warga negara Indonesia yang tidak A4 oleh
5. |memiliki boarding pass ke penanggung jawab alat Ya Mg selesai 2 menit penanggung
an gkut jawab alat
angkut
v Data hasil
. . . A . pindai koreksi data pada
6. | Melakukan pemindaian DPRI warga negara Indonesia pindai DPRI 2 menit dokumen sistem bila perlu
perjalanan
7. |Memeriksa data warga negara Indonesia pada daftar va Daftar _ Hasil verifikasi
cekal melalui sistem h 30 detik daftar
cegah? pencegahan pencegahan
Me_ngar_a_hkan warga negara Indonesia _yang Rekapitulasi | Petugas Tata Usaha
8. |teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat _ Y Daftar 2 menit K et?d ak juga membuat
imigrasi yang ditunjuk Tidak pencegahan Sesualan rekapitulasi
ketidaksesuaian
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhada _ Penanganan
9. |warga ne araplndongsia dari hasil pemeriksaan petu asp Y Keputusan | ditindaklanjuti pada
. g d p petug DPRI atas ketidak | SOP Penanganan
konter sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
10 TMenerakancap tanda kKetuar danparaf petugas pada Cap tand DPRI yang telah diterakan
DPRI warga negara Indonesia RN . ap tanda cap tanda keluar dan paraf
selesai DPRI 30 detik p:g?z;gg;s petugas diserahkan kembali
kepada WNI
11. | Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian ; ke
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI L 4 Daftar Laporan | Rekapitulasi kegiatan
penumpang . ! .| dilaksanakan secara
1 hari kegiatan di .
dan buku TP eletronik dan/atau
siskarinfo manual




NOMOR SOP : W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-890

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023
TGL REVISI/ REVISI KE -

TGL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

A KANTOR IMIGRASI
S Il TPI SABANG

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

SOP PE SAIAN KEBERANGKATAN ORANG ASING

NAMA SOP DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1  Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPI secara Administratif
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3 Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 4 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan | 6  Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;

7.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;

8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk

Penanggung
jawab Alat
Angkut

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

Kelengkapan

Keterangan

TPI yang berfungsi

Menerima Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, kartu A/D, Kont Dokjal, IT, Dokjal, IT, | sepagai PLB dapat
L. |dan boarding pass ke negara tujuan omer kartu A/ID,dan | 30 detik | kartu A/D, 9 " P
boading pass dan boarding men'gguna an pas
lintas batas
pass
Memerjksa keabsahan Dokumen Pegalanan, 1zin ) Tidak Verifikasi Kartu A/D diisi oleh
2.|Tinggal yang disesuaikan dengan identitas Orang’ Asing Cald ) ) Ifikast Orang Asing sesuai
okjal dan Dokjal dan IT 2 menit keabsahan .
sah? - data pada Dokjal dan
Dokjal dan IT IT
Mengarahkan Orang Asing yang diragukan keabsahan
dan/atau telan melewati batas masa berlaku Dokumen Petugas Tata Usaha
3. Perjalqnaq atau Izin Tinggal kepada pejabat imigrasi Rekapitulasi juga membuat
yang ditunjuk Ya ] Data cekal 2 menit ketidak rekapitulasi
sesuaian permasalahan Orang
Asing
2 Memeriksa-boarding-pass-OrangAsing -
. men%\ Tidak _ _ Kesesuaian
boarding Boardingpass | 10 detik data Orang
pass? Asing
Mengarahkan Orang Asing yang tidak memiliki hoarding
9. [pass ke penanggung jawab alat angkut Orang Asing
A 4 dterima oleh
Ya My selesai 2 menit penanggung
. . . . jawab alat
6 Xle,merlksa status Izin Tinggal yang digunakan Orang angkut
- |Asing
Kesesuaian
KoK Dokjal dan IT | 30detk | penggunaan
Memeriksa Izin Masuk Kembali ba%i Orang Asing / T
7.|subyek pengguna Izin Masuk Kembali
Tidak zin Masuk Verifikasi Izin
Kembali 30 detik Masuk
Kembali
Kapitulasi Petugas Tata Usaha
Mengarahkan Qrang Asing .yang tidak memilikj 1zin h 4 Rekapitulasi juga membuat
8. | Mastlk Kembal ke 8ejaba |¥nlgga3| yang ditunjuk va ||330|_<u|men 2 menit ketidak rekapitulasi
erjalanan sesuaian permasalahan Orang
Asing
g |Melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan Orang v Data hasil
*|Asing —— Dokumen 2 menit pindai koreksi data pada
p| pindai Perjalanan dokumen sistem bila perlu
. . perjalanan
I\/Inmpr_ll($n data ﬂrnng Aclng pndn daftar Innnr‘ngnh:m L
10. Tmelalui sistem Ya Daftar Hasil verifikasi
cegah? h 30 detik daftar
. ) N ) pencegahan pencegahan
Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi dalam Tidak
daftar pencegahan kepada pejabat imigrasi yan Petugas Tata Usaha
11. ditun'upk J P pel 9 yang A 4 Dokumen Rekapitulasi juga membuat
| H/2 Perial 2 menit ketidak rekapitulasi
érjalanan sesuaian permasalahan Orang

Asing




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter Tata Usaha Bank Imigrasi yang | jawab Alat | Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut
Penanganan
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap P/ @ Dokumen Keputusan | ditindaklanjuti pada
10 Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas konter Perjalanan atas ketidak | - SOP Penanganan
9 9 p petug ! sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
y Cap tanda Dokumen perjalanan yang
telah diterakan cap tanda
11. Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada o) Dokumen 30 detik keluar dan | ¢\ 2" dan paraf petugas
dokumen perjalanan dan kartu A/D Orang Asing Perjalanan paraf diserahkan kembali kepada
petugas Orang Asing
Daftar Laporan Rekapitulasi kegiatan
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian penumpang . P .| dilaksanakan secara
12., . . . . 1 hari kegiatan di ;
keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI dan buku TPl eletronik dan/atau
siskarinfo manual




M wbhe

1.

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

KETERKAITAN
SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat
dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara

NOMOR SOP : W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-891

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023

TGL REVISI/ REVISI KE -

TGL EFEKTIF : 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH EPALA KANTOR IMIGRASI

NAMA SOP

IMIGRASI
KUALIFIKASI PELAKSANA
Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI
Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPI secara Administratif
Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI

oA WN PR

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Bank

Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk

Penanggung
JEVEIWAE
Angkut

Mutu Baku

Kelengkapan

Output

Keterangan

kelengkapan Tambahan
Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, ( Konter ) dOkIJa"t t&”k“ dokjal, buku k8|e”g|t‘ap%n .
1. |dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang dp;cg: av\?;k 1menit | pelautdan gfvr;f aaﬁ:lta;n ESL
Asing daftar awak Ang
alat angkut alat anakut udara mengisi kartu
9 AID
v Dalam pemeriksaan
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau do|_<u|men HiSi' l‘)’e":kaSi d°|':ﬁfijp:r:tgggiggﬁa”
P . Tidak erjalanan - eabsahan
2. |buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang dokjal sah? dapn/;tau bk | TMeNt | Gokial daniatau | dokumen pendukung
Asing pelaut buku pelaut lain sebagai data
dukung
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang \ 4 dec)rk;;nne;n Rekapitulasi Pet_ldg:sn;r:r;abtdzf\ha
3. |diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau ya d ;n/a{tau buky | 2 Mmenit ketidak ] rgekapitulasi
buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk pelaut sesuaian ketidaksesuaian
: Kesesuaian
4. |Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Oran ¢ \ idak dokjal dan
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut g g It o daftar awak | 10detik | Gua2wac 2t
o gkut Orang
NG alat angkut Asing
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak v dokijal, buku awak alat angkut
i Orang Asing
5. _ter_dapqt pada d_afta_lr awak alat angkut kepada pejabat va ] pelaut dan 2 menit g Ao
imigrasi yang ditunjuk daftar awak penanggung
alat angkut jawab alatangkut
6. [Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada L
daftar pencegahan melalui sistem cekal P coga? v Daftar 30 detik Has'li;ft;'fr'kas'
pencegahan pencegahan
Mengarahkanawak afat angkut Orang Asing yang
7. |teridentifikasi dalam daftar pencegahan kepada pejabat v Daftar Rekapitulasi Pe}‘dggsng;abl:;f‘ha
imigrasi yang ditunjuk Tidak pencegahan 2 menit ketidak rekapitulasi
sesuaan ketidaksesuaian
Melakukan penanganan Ketidaksestaian terhadap awak dokumen Penanganan
8. |alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas A perjalanan Keputusan | ditindaklanjuti pada
konter ! atas ketidak | SOP Penanganan
dan/atau buku - h . .
sesuaian Ketidaksesuaian di
pelaut TPl
Menerakan-captandakeluardan-paraf petugas pada
9. |dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat wen ) dokumen Captanda | C@ptanda keluar dan
nakut Orang Asin perjalanan . keluar dan paraf petugas bagi awak
angkut Orang Asing dan/atau buku | 30 detik araf petugas alat angkut udara
pelaut P petug diterakan pada kartu A/D
10. |Melakukan rekapitulasi kegiatan enyelesaian ; Ckedi
keimigrasian dan pepnanganan Ketdaksesudan di ThI L Daftar awak Laporan | Rekapitulasi kegiatan
alat angkutt 1 hari keaiatan di dilaksanakan secara
dan buku ar gTPI eletronik dan/atau
siskarinfo manual




NOMOR SOP : W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-892

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023
TGL REVISI/ REVISI KE -
TGL EFEKTIF : 14 Fehruar 2023

DISAHKAN OLEH

KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

SO
ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NAMA SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1  Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPl secara Administratif
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3 Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4  Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 6  Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar
Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
7.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI 1. Komputer/printer/scanner

2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pejabat Penanggung Keterangan
Petugas Konter Tata Usaha Bank Imigrasi yang ~ jawab Alat  Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut
_ comer DPRI, buku kg:fg?ksplf‘”
Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat pelaut dan ) » DUkuU
1. |angkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia 1 menit pelaut dan
daftar awak
alat angkut daftar awak
alat angkut
) v Hasil Dalam pemeriksaan
Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang i | DPRI dapat dimintakan
2. |dimiliki ol verifikasi S
: oleh awak alat angkut warga negara Indonesia Tidak DPRI dan . kartu identitas atau
DPRI sah? 1 menit keabsahan
buku pelaut DPRI d dokumen pendukung
an lain sebagai data
buku pelaut dukung
Mengarahkanm awak atat angkut warga negara fndonesia
3.|yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya Rekapitulasi | étugas Tata Usaha
- |kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk va h 4 DPRI dan 2 menit Ketidak juga membuat
buku pelaut sesuaian rekapitulasi
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga ketidaksesuaian
7 [hegara indonesia-yangterdapatpada-daftar-awak-atat
. angkut wakm\ Tidak DPRI dan Kesesuaian
angkut list daftar awak 10 detik data awak alat
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia NG alat angkut angkut WNI
5 ryang tidak-terdapat-pada-daftar-awak alat-angkut
- |[kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk v DPRI, buku awak alat angkut
va ] pelaut dan 2 menit | WNI deerima olen
6. | Memeriksa data awak alat angkut warga negara L daftar awak awab alatangrut
- |[Indonesia pada daftar pencegahan melalui Sistem cekal alat angkut
Ya Daftar Hasil verifikasi
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia cegah? pencegahan 30 detik daftar
7 ya_ngnter_identifikasi dalam daftar pencegahan kepada pencegahan
- | pejabat imigrasi yang ditunjuk
v Rekapitulasi Pet_ugas Tata Usaha
] ] ] ] Daftar 2 it ketidak juga membuat
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak Tidak pencegahan men ° rekapitulasi
8 alat angkut War%a negara Indonesia dari hasil sesuaian Ketidaksesuaian
- |pemeriksaan petugas konter
Penanganan
Menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada DPRI dan/ata Keputusan | ditindaklanjutipada
9 DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga buku elautu atas ketidak | SOP Penanganan
*[negara Indonesia p sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
Cap tanda Peneraan cap tanda |
e ) DPRI dan/atau 30 detik keluar dan | k€luar dan paraf petugas
buku pelaut paraf petugas pada dokjal hanya bagi
Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian awak alat angkut laut
10. | keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI v Daftar awak Laporan | Rekapitulasi kegiatan
alat angkut 1 hari ke ir; tan di dilaksanakan secara
dan buku an gTPI eletronik dan/atau
siskarinfo manual




KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar

Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat

Pemeriksaan Imigrasi.

KETERKAITAN

SOP Pemberian VKSK
SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan
menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara

NOMOR SOP : W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-893

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023

TGL REVISI/ REVISI KE -

TGL EFEKTIF : 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

"PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT

ANGKUT ORANG ASING DI TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI

Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPl secara Administratif

Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI

NAMA SOP

o0k WN PP

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan Pejabat Penanggung
Imigrasiyang ~ jawab Alat  Kelengkapan  Waktu Output
ditunjuk Angkut

Keterangan

Petugas Konter Tata Usaha Bank

kelengkapan

Tambahan

Menerima dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut, ( Konter ) d°k|ja"t '(Jj“ku dokijal, buku keIengI:ap?)n _
1. |dan daftar awak alat angkut dari awak alat angkut Orang é):ﬂ:’ av:;k 1menit | pelaut dan givr:ﬁ' é;rIZta:n I"(‘S;
Asing daftar awak ang
alat angkut alat angkut udara mengisi kartu
g AID
v Dalam pemeriksaan
Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan/atau dokulmen HiSi';efi:]ikaSi dogltfijp;:tggzggﬁan
nilile . Tidak erjalanan : eabsahan
2. |buku pelaut yang dimiliki oleh awak alat angkut Orang okjal sah? d;’n/;tau bk | 1™eN | ool danjatau | dokumen pendukung
Asing pelaut buku pelaut lain sebagai data
dukung
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang v deor!(al\jlgneann Rekapitulasi Pet.‘dggsnrjr;abld;f‘ha
. |diragukan keabsahan dokumen perjalanan dan/atau meni etida - :
3. |diragukan keabsahan d k. _p_J | . d ./t. 7 dapnlajltaubuku 2 t ktd.k Jrgekapltula&
buku pelautnya kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk pelaut sesuaian Ketidaksesuaian
i Kesesuaian
4. |Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut Orang X\ Tidak dokjal dan
Asing yang terdapat pada daftar awak alat angkut et o daftar awak | 10detk | dataawakalat
sesuai? alat angkut angkAut_ Orang
sing
Mengarahkan awak alat angkut Orang Asing yang tidak v dokijal, buku awak alat angkut
I Orang Asing
5. Fer.dapalt pada Qaﬂgr awak alat angkut kepada pejabat va ] pelaut dan 2 menit i
imigrasi yang ditunjuk daftar awak penanggung
alat angkut jawab alat angkut
) 4
6. |Memeriksa data awak alat angkut Orang Asing pada o
daftar penangkalan melalui S1Stem cokal gp ok va Daftar . Hasil verifikasi
gkal? 30 detik daftar
penangkalan penangkalan
Manrn~aralhl n | ot el it ANy Aoty vy
Vi1 I\‘.dal drfndaltT avwan aiatc ar IUI\UI, ouTal IH a1l IH yal I\‘.’
7. | teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada pejabat Rekapitulasi | ~€tugas Tata Usaha
\ 4
imigrasi yang ditunjuk i Daftar 2 it ketidak juga membuat
grastyang I Tidak penangkalan ment sesualan rekapitulasi
ketidaksesuaian
Metakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak dokumen Penanganan
8. |alat angkut Orang Asing dari hasil pemeriksaan petugas erialanan Keputusan | ditindaklanjuti pada
konter dapn f Ejl tau buku atas ketidak | SOP Penanganan
elaut sesuaian Ketidaksesuaian di
P TPI
Menerakan-cap-tanda-masuk-dan-parafpetugaspada dokumen c p »
9. |dokumen perjalanan dan/atau buku pelaut awak alat S\ A ap tanda masuk dan
angkut Orra).n : Asin P selese perjalanan detik m(a:{:Sk tazgﬁ paraf petugas bagi awak
g 9 9 dan/atau buku 30 det paraf petugas | . alat angkut udara
pelaut diterakan pada kartu A/D
10. [ Melakukan rekapitulasi kegiatan )enyelesaian ; Ckedi
keimigrasian dan pepnanganan Ketdaksesudan di 01 v Daftar awak Laporan | Rekapitulasi kegiatan
alat angkutt 1 hari keqiatan di dilaksanakan secara
dan buku ar gTPI eletronik dan/atau
siskarinfo manual




KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG
SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM

NOMOR SOP : W.1.IMI.IMI.3-GR.01.01-894

TGL PEMBUATAN : 13 Februari 2023

TGL REVISI/ REVISI KE

: 14 Februari 2023

TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

WEPAL4 LA KANTOR IMIGRASI
KBRAS Il TPI SABANG

@
o/
SomZ SH T

s ke 5P 106912221993031001

SOP PENYELESAIAN KEDATANGAN AWAK ALAT
ANGKUT WNI DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar

Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;

7.  Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat

Pemeriksaan Imigrasi.
KETERKAITAN
1. SOP Penanganan Ketidaksesuaian di TPI

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPl akan terhambat dan

menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan
antarnegara

1  Memiliki kemampuan memberikan pelayanan Keimigrasian di TPI

2 Mengetahui prosedur penyelesaian Keimigrasian di TPI secara Administratif
3 Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasin di TPI
4  Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan

5 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

6  Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan Keimigrasian di TPI

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-Office
3. Kamera dan mesin fingerprint
PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual




Kegiatan

Pelaksana

Petugas Konter

Tata Usaha

Bank

Pejabat
Imigrasi yang

Penanggung
jawab Alat

Mutu Baku

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

ditunjuk

Angkut

siskarinfo

) DPRI, buku kelengkapan
1 |[Menerima DPRI, buku pelaut dan daftar awak alat pelaut dan , DPRI, buku
- langkut dari awak alat angkut warga negara Indonesia Konter 1 menit pelaut dan
daftar awak daftar awak
alat angkut alat angkut
. Tidak Hasil Dalam pemeriksaan
2 Memeriksa keabsahan DPRI dan buku pelaut yang verifikasi | DPRI dapat dimintakan
- |[dimiliki oleh awak alat angkut warga negara Indonesia DPRI sah? DPRI dan 1 menit keabsahan Kartu identitas atau
buku pelaut dokumen pendukung
bl?JII:E:)gIé:L]Jt lain sebagai data
dukung
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia
3. yang diragukan keabsahan DPRI dan buku pelautnya Rekapitulasi | F€tugas Tata Usaha
- '’kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk Ya h 4 DPRI dan 2 menit Ketidak juga membuat
buku pelaut sesuaian rekapitulasi
Memeriksa kesesuaian data awak alat angkut warga ketidaksesuaian
4 |egara tndonesiayang terdapat pada daftar awak atat
- langkut awak}\ Tidak DPRI dan Kesesuaian
angkut list daftar awak 10 detik data awak alat
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia L alat angkut angkut WNI
5 [yang tidak-terdapat pada-daftar awakatat-angkut
- '’kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk v DPRI, buku awak alat angkut
va pelaut dan 2 menit | NI dterima olen
Memeriksa data awak alat angkyt warga negara daftar awak e alatangk
6.|Indonesia pada c%ftar penangq<alan mgﬁtlw %lstem cekal v alat angkut Javiab alaangiat
S warga negara
Ya Hasil verifikasi .
. R Daftar . Indonesia tidak dapat
Mengarahkan awak alat angkut warga negara Indonesia Tangkal? 30 detik daftar onesiat b
yang teridentifikasi dalam daftar penangkalan kepada penangkalan penangkalan ditolak masuk ke
7. pnjnq'\nt imigmci yang difllnjllk Indonesia
y Rekapruas | Pe9Ss Tas Usehe
Melakukan penanganan ketidaksesuaian terhadap awak Tidak penangkalan | 2 menit ketidak rekapitulasi
8 alat angkut warga negara Indonesia dari hasil sesuaian Ketidaksesuaian
- |pemeriksaan petugas konter
Penanganan
Menerakan cap tanda masuk dan paraf petugas pada 4 DPRI dan/atau Keputusan | ditindaklanjutipada
9 DPRI dan/atau buku pelaut awak alat angkut warga buku pelaut atas ketidak | SOP Penanganan
*|negara Indonesia P sesuaian Ketidaksesuaian di
TPI
Peneraan cap tanda masuk
S DPRI dan/atau . Cap tanda dan paraf petugas pada
selesai buku pelaut 30 detik mas?k dan dokjal hanya bagi awak alat
paraf petugas angkut laut
Metakukarn rekapitutast kegiatan penyetesaian
10. | keimigrasian dan penanganan e%daksesualan diTPI v Daftar awak Laporan Rekapitulasi kegiatan
alat angkut 1 hari ke g tan di dilaksanakan secara
dan buku ar gTPI eletronik dan/atau ma







NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-895

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il SABANG

JuDUL SOP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 1. Memiliki kemampuan melakukan Pengawasan keimigrasian

2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah |2. Mengetahui prosedur Pengawasan keimigrasian
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak |3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Asasi Manusia RI Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses Pengawasan keimigrasian akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
waktu, dan akurasi data keimigrasian.




Kegiatan

Kakanim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

PELAKSANA
Kasubsi

Kasi Inteldakim

Kelengkapan

MUTU BAKU
Waktu

KETERANGAN

Menugaskan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan

Intelijen

Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi W 5 Menit Disposisi Kakanim
Menugaskan Kepala Subseksi Intelijen di satuan kerja _ » ) _ Disposisi Kasi
kantor imigrasi i Disposisi Kakanim 5 menit Inteldakim
Memberikan arahan kepada petugas di satuan kerja
kantor imigrasi untuk mengumpulkan bahan keterangan ﬁ Disposisi Kasi 5 menit Disposisi Kasubsi
mengenai keberadaaan orang asing Inteldakim Intelkim
Petugas mengumpulkan bahan keterangan mengenai
keberadaaan orang asing dari SIMKIM, laporan hasil
penyelidikan Intelkim, laporan/pengaduan masyarakat, Disposisi Kasubsi . Berkas Kelengkapan
media cetak/elektronik/sosial, instansi terkait, sumber Intelkim 5 menit Pelaksanaan
informasi lainnya Pengawasan
Kasi Inteldakim, Kasubsi Intekim beserta pelaksana
melaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan
Keimigrasian yang menghasilkan: 1.jumlah personil ﬁ Berkas Kelengkapan Laporan hasil Rapat
Pengawasan, 2. alat komunikasi, 3. alat transportasi, 4. Pelaksanaan 20 menit Persiapan Pengawasan
anggaran, 5. jangka waktu sprint, 6. waktu pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan yang kemudian dilaporkan ke kakanim
Kakanim membaca laporan hasil rapat persiapan 4 :
Pengawasan keimigrasian dan menerbitkan Sprint (Surat| < . LaDOI’Pa;QZZZSaDat ) Sprint (Surat Perintah)
Perintah) pelaksanaan Pengawasan; V Pengawasan 5 menit Pengawasan

e . Keimigrasian

Keimigrasian
Pejabat dan petugas yang ditunjuk kakanim
melaksanakan Pengawasan yang terdiri dari: 1.
memperlihatkan sprint dan Identitas Pegawai; 2. Berkas Kelengkapan
Memeriksa keberadaan orang asing; 3. meminta orang Pelaksanaan _ Pelaksanaan
asing memperlihatkan dokumen keimigrasian; 4. \i Pengawasan dan 5 menit Pengawasan
Mencocokkan identitas dokumen keimigrasian; 5. Sprint Pengawasan
melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian
kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya.
Petugas Pengawasan mengisi formulir hasil wawancara
Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing Pelaksanaan _ Isian Formulir hasil
berdasarkan hasil pelaksanaan Pengawasan ﬁ Pengawasan 20 menit Pengawasan
keimigrasian

Petugas Pengawasan menyusun laporan pelaksanaan
operasi Pengawasan keimigrasian untuk diserahkan ke L Isian Formulir hasil Laporan Pelaksanaan
kakanim dengan tembusan kepala divisi keimigrasian Pengawasan 10 menit Operasi Pengawasan
wilayah dan direktur jenderal imigrasi ? keimigrasian Keimigrasian
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Kakanim menerima laporan hasil pelaksanaan
pengawasan keimigrasian

Laporan
Pelaksanaan
Operasi
Pengawasan
Keimigrasian




NOMOR SOP W.1.IMLIMI.3-GR.01.01-896

TANGGAL PEMBUATAN 13 Februari 2023

TANGGAL REVISI -

TANGGAL EFEKTIF 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS Il TPI SABANG

JuDUL SOP PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 1. Memiliki kemampuan melakukan Penindakan keimigrasian

2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah |2. Mengetahui prosedur Penindakan keimigrasian
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak |3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
Asasi Manusia RI Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet dan e-office

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses Penindakan keimigrasian akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual
waktu, dan akurasi data keimigrasian.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No Kegiatan Kakanim | Kasi Inteldakim ﬁ?iﬁjiﬂ Pelaksana Kelengkapan Waktu Output KETERANGAN
1 |Menugaskan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan p
Keimigrasian di satuan kerja kantor imigrasi { MULAI \' 5 Menit Disposisi Kakanim
2 [Menugaskan Kepala Subseksi Intelijen di satuan kerja _ » ) _ Disposisi Kasi
kantor imigrasi i Disposisi Kakanim 5 menit Inteldakim
3 [Memberikan arahan kepada petugas di satuan kerja
kantor imigrasi untuk mengumpulkan bahan keterangan i Disposisi Kasi ) Disposisi Kasubsi
mengenai pelaporan adanya pelanggaran keimigrasian Inteldakim 5 menit Intelkim
4 |Petugas mengumpulkan bahan keterangan mengenai
keberadaaan orang asing dari SIMKIM, laporan hasil
penyelidikan Intelkim, laporan/pengaduan masyarakat, i o ) Berkas Kelengkapan
media cetak/elektronik/sosial, instansi terkait, sumber Disposisi Kasubsi 5 menit Pelaksanaan
informasi lainnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Intelkim Penindakan
keimigrasian
5 [Kasi Inteldakim, Kasubsi Intekim beserta pelaksana
melaksanakan rapat yang bersifat segera dan tertutup
setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat
atau badan intelijen mengenai dugaan pelanggaran
keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi dan
mempersiapkan pelaksanaan turun ke lapangan dengan Berkas Kelengkapan Laporan hasil Rapat
menyiapkan: 1. pengamanan (berkoordinasi dengan i Pelaksanaan 20 menit Persiapan Penindakan
kepolisian setempat), 2.personil, 2. alat komunikasi, 3. Penindakan Keimigrasian
alat transportasi, 4. anggaran, 5. sprint (surat perintah),
6. waktu pelaksanaan yang kemudian dilaporkan segera
ke kakanim
6 [Kakanim menerima laporan hasil persiapan penindakan / Laporan hasil Rapat ) )
keimigrasian dan menerbitkan Sprint (Surat Perintah) N Persiapan _ Sprint (Surat Perintah)
pelaksanaan penindakan; &V penindakan 5 menit Penindakan
o ) Keimigrasian
Keimigrasian
7 |Pejabat dan petugas yang ditunjuk kakanim
melaksanakan peninjauan lapangan dengan prosedur: 1.
memperlihatkan sprint dan Identitas Pegawai; 2.
Memeriksa keberadaan orang asing; 3. meminta orang Berkas Kelengkapan
asing memperlihatkan dokumen keimigrasian; 4. ,i Pelaksanaan 5 menit Pelaksanaan
Mencocokkan identitas dokumen keimigrasian; 5. Penindakan dan Penindakan
melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian Sprint Penindakan
kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya.
8 [Petugas Penindakan mengisi formulir hasil wawancara \ Isian Formulir hasil
terhadap orang asing _ﬁ Pelaksanaan 20 menit Penindakan
| Penindakan - .
keimigrasian




Petugas memutuskan ada tidaknya pelanggaran dan
mengembalikan dokumen perjalanan orang asing yang
dianggap tidak melanggar Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Isian Formulir hasil
Penindakan
keimigrasian

Hasil putusan adanya
pelanggaran
keimigrasian

10

Petugas mengamankan orang asing yang diduga
melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang
Keimigrasian ke Ruang Deteni Kantor Imigrasi

Hasil putusan
adanya pelanggaran
keimigrasian

Pedetensian terduga
pelanggar

11

Petugas Penindakan menyusun laporan pelaksanaan
operasi Penindakan keimigrasian untuk diserahkan ke
kakanim dengan tembusan kepala divisi keimigrasian
wilayah dan direktur jenderal imigrasi

m

Pedetensian terduga
pelanggar

10 menit

Laporan Pelaksanaan
Operasi Penindakan
Keimigrasian

12

Kakanim menerima laporan hasil pelaksanaan
pengawasan keimigrasian

‘ SELESAI '\

Laporan
Pelaksanaan
Operasi Penindakan
Keimigrasian




